
t. Pasa.118 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan mengubab Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun l 965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Batang dengan rnengubah Undang-Undang Nomor 13 
Tabun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lcmbaran 

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif 
dan cfisien d.alam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan, 
perlu dilakukan penyederhan.aan birokrasi; 

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
birokrasi yang cepat dan transparan, perlu dilakukan penyesuaian 
sistem kerja dalam rangka penyederhanaan birok:rasi; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menterl 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja 
Pada lnstansi Pemerintah Unruk Penyederhanaan Birokrasi, setiap 
Instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem 
kerja; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati 
ten tang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan 
Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara; 

BUPATI JEPARA, 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASJ 
DI LINOKUNOAN PEMERlNTAH KABUPATEN JEPARA 

TENTANO 

NOMOR 1 7 TAHON 2024 

BUPATI JEPARA 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 



PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL 
NEGARA UNTUK PENYEDE:RMANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA. 

MEMUTUSl(AN: 

Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana relah beberapa kali diubah ierakhir dengan 
Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemeriruah Pengganu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 ternang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6897); 

5. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana ielah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 lentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tah un 2016 ten tang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Men ten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistern Kerja Pada lnstansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi(Benta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

8. Peraturan Oaerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 16, Tambaban 
Lembaran Oaerah Kabupat:en Jepara Nomor 16) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaien Jepara Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2022 Nomor 3, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 3); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adaJah Kabupaten Jepara 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemenntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otcnom. 

3 Bupati adalah Bupati Jepara 
4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 
dan diserahi iugas dalam suatu jabatan pemerintahan at.au 
diserahi tugas Negara lainnya dan diberikan penghasilan 
berclasarkan peraturan perundang-undangan. 

6. Pejabat Pimpinan Tinggi adalab Pegawai ASN yang menduduki 
Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi Pemerintah Daerah. 

7. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki 
Jabalan Administrator pada instansi Pemerintah Daerah. 

8. Jabatan Pengawas adaJah jabatan yang memiliki tanggung jawab 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang diJakukan oleh pejabat 
pela.ksana. 

9 Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabata.n 
Pengawas pada lnstansi Pemerintah. 

I 0. Jabatan F'ungsional adalah sekelornpok jabatan yang bensi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada instansi pemenntah. 

12. Kelompok Jabatan Fungaional adalab kelompok Pegawai ASN yang 
diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh 
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancara.n tugas. 

13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publilc serta 
administrasi pemenntahan dan pembangunan. 

14. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang 
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publilc serta 
adrnimstrasi pemerintahan dan pembangunan 

15 Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dan proses penataan 
birokrasi untuk mewujudkan sistern penyelenggaraan 
pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui 
penyederhanaan struktur orgamsasi. penyetaraan jabatan, dan 
penyesuaian sistern kerja. 

16 Penyederhanaan Struktur Organisasi adaJah perampingan unit 
orgarusasi Jabatan Adrnirustrasi pada Instansi Pemerintah untuk 

BABI 
KETENTUAN UMUM 
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mengurangi tingkatan urut orgarusasi. 
l 7. Penyetaraan Jabaran Administrasi ke dalam Jabalan Fungsional 

yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah 
pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional 
melalui penyesuaian/rnpassing pada Jabatan FungsionaJ yang 
setara, 

18. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang 
membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan rugas dan fungsi 
organisasi, 

19. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan 
mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai ASN dengan 
memaniaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. 

20. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang 
menggambarkan alur pela.ksanaan tugas Pegawai ASN yang 
dilakukan dalam suatu sistem deogan mengedepankan 
kornpetensi, keahlian dan/atau keterampilan. 

21. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang 
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar 
Unit Organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang 
bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. 

22. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi Pemetintah 
Daerah yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional 
yang diangkat untuk memimpin suatu Unit Kerja Mandiri 
berdasarkan kctentuan perundang-undangan. 

23 Pi:m.pinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat 
Fungsicnal yang diangkat untuk memimpin suatu Unit Organisasi 
tertentu. 

24. Unit Kerja adalah satuan kerja struktural dalam suatu unit 
organisasi; 

25. Unit kerja mandiri adalah perangkat daerah, rumah sakit umum 
daerah, pusat kesehatan masyarakat, dan satuan pendidikan; 

26. Pirnpinan Unit Kerja adalah Pejabat Administrator, Pejabat 
Pengawas atau Pejabat FungsionaJ yang diangkat untuk memimpin 
suatu unit kerja tertentu. 

27. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan 
paling rendah Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang 
diberi pendelegasian kewenangan. 

28. Satuan Kerja / Squad adalah kelompok kerja yang berbasis 
layanan utama Unit Kerja (rugas dan fungsi) dibentuk dalam 
rangka mencapai indikator kinerja organisasi 

29. Tim adalah tirn kerja berbasis lematik dalam satu unit kerja, lintas 
unit kerja dan/atau unit organisasi yang bersifat sernentara (a.d 
hoc). 

30. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat 
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan msransi 
pemerintah yang meslapun berbeda dalarn jenis pekerjaan, tetapi 
cukup setara dalam hal Llngkat kesulitan dao tangguogjawab, da.n 
tlngkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai 



Pasal 4 
(JJ Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

dilaksanakan dengan prinsip: 
a. orientasi pada hasil: 
b. kompetensi: 
c. profesionaUsme; 

Bagian Kesatu 
Prinsip, Mekanisme dan Tahapan 

BABIV 
MEKANISME KERJA 

Pasal3 
Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut: 
a mekanisme kerja; dan 
b proses bisnis. 

BAB Ill 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
(I) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan 

pedoman dalam penyesuaian sistem kerja di lingkungan 
Pernerintah Oaerah sesuai dengan kebijakan penyederhanaan 
birokrasi. 

(2) Peraturan Bupati ini dibenruk dengan tujuan sebagai berikut: 
a. mewujudkan organisasi yang dinamis, lincah, dan profesional: 
b. mewujudkan proses kerja efekt!f dan efisien: 
c. memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja 

organisasi; 
d. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; 
e. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi; dan 
f. mewujudkan tertib admlmstrasi, sinkronisasi, dan koordinasi 

antar Unit Organisasi dan Perangkat Daerah dalam 
pelaksanaan tugas. 

BAB JI 
MAKSUO DAN TUJUAN 

dasar penggajian. 
31. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat 

Fungsional dan Peja!Jat Pela.ksana untuk melaksanakan tugas 
tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi daJa.m periode waktu 
terteruu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau 
ketcrampilan. 

32. Sistem Pemerinlahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya 
disingkat SPBE ada1ah penyelenggaraan pemerintahan yang 
memanfaatkan teknologi informa.si dan komunikasi untuk 
memberikan Jayanan kepada Pengguna SPBE. 



Pasal 7 
(I J Pim pi nan Unit Orgamsasi berperan sebagai pernilik kinerja 

sekaligus penilai kmerja. 
(2) Pimpinan unit kerja berperan sebagai pejabat penilai kinerja. 
(3) Pemilik kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11 bertanggung 

jawab dalam pembagian peran pejabat fungsional dan pelaksana, 
serta menetapkan dan mengklari.fikasi ekspektasioya kepada 
pejabat fungsional dan pelaksana dan/atau kctua tim kcrja. 

(41 Pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dan 
ayat (2) bert.anggung jawab untuk menyusun perjanjian kinerja 
serta meroastikao bahwa kinerja pejabat fungsional dan pelaksana 

Pasal 6 
(!) Kedudukan merupakan penempat.an poslsi pegawai ASN dalam 

struktur organisasi sebagai basis pemberian rugas dan tanggung 
jawab jabalan. 

(2) Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
merupakan: 
a. Pejabat Pimpinan 1'inggi Pratama; 
b. Pejabat Administrator; 
c. Pejabat Pengawas; dan 
d. Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suaru Unit 

Organisasi tertentu. 
(3) Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

pejabat pernbina kepegawaian. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 5 
Alur tahapan meka.nisme kcrja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (3) tercantum dalam La.mpiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dalam Peraruran Bupati ini. 

d. kolaboratif; 
e. transparansi; dan 
f. aku ntabel 

(2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
terdin atas: 
a. kedudukan; 
b. penugasan; 
c. pelaksa.naan tugas; 
d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
e. pengelolaan kinerja; dan 
f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

(3) Tahapan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
h u ru r a te:rdiri atas: 
a. t.ahapan perencanaan; 
b. tahapan pelaksanaan: dan 
c. tahapa.n evaluasi. 



Pasal 10 
( 1 ) Dalam rangka melaksanakan tugas dan perjanjiao kinerja, 

Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja menyusun strategi 
penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana secara 
individual dan/atau tergabung dalam satuan kerja dengan 
mempertimbangkan beban kerja, kornperensi, keahlian dan/atau 
kcterampilan, ruang lingkup kegiatan sesuai dengan tugas dan 
fungsi Unit Organisasi, serta mengedepankan kompetensi dan 
kolaborasi. 

(2) Pejabal FungsionaJ dan Pejabat Pelaksana dapat diberikan rugas 
lainnya untuk melaksanakan lebih dari l (satu) target lonerja, baik 
target kinerja yang telah clitetapkao dalarn perjanjian kinerja 
maupun tugas atau target kinerja yang bersifat insidental yang 
clilaksanakan dalam waktu tertentu. 

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan unruk memenuhi ekspektasi pencapaian target 
organisasi. 

(4) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pclaksana secara 
individu atau dalam saruan kerja dan/atau tim, dilakukan melalui 
cara: 
a. penunjukan, dan 
b. pengajuan sukarela. 

(5) Penunjukan sebagaimana dunaksud pada ayat (4) huruf a 
merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional dan 
Pejabat Pelaksana oleh Pimpman Unit Organisasi sebagai Pcjabar 
Peoilai Kinerja untuk melaksanakan kinerja tertentu. 

(6) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayar (4) huruf b 
merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana 
atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pejabat 
Pclaksana untuk melaksanakan kinerja rertenru 

(7) Pejabat Fungaional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan untuk 
melaksana.kan target kinerja pada Unit Orgarusaar tempat 
berkedudukan dan/acau lintas Unit Organisasi. 

Bagian Ketiga 
Penugasan 

Pasal 9 
Rincian kedudukan sebagaimaoa dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8 
tercantum dalam larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dalam peraturan bupati ini. 

Pasal 8 
Dalam hal Pejabac Fungsronal diangkat untuk memimpin suatu Unit 
Kerja Mandiri berdasarkan ketentuan peraruran perundangan­ 
undangan, Pejabat Fungsional tersebul dapat membawahi Pejabal 
Fungsional dan Pelaksana. 

sesuai dengan standar yang diretapkan, serta mendukung 
tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 
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Pasal 14 
(I) Pelaksanaan tu gas yang tergabung dalam Satuan Kel)a / Squad, 

Pimpinan Unit Organisas, menunjuk salah satu Pejabat Fungaional 

Pasal 13 
Rincian dan tata cara pelaksanaan tugas sebagrumana dimaksud 
dalam Pasal 12 tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian 
udak tcrpisahkan dalam Peraturan Bupau rm. 

Pasal 12 
(1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dan Pejabat 

Pelaksana mengutamakan pencapaian target kinerja Umt 
Organisasi di mana Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana 
bcrkedudukan. 

(2) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada 
Unit Organisasi lain merupakan bagian dari pelaksanaan tugas 
yang bersifai tambahan. 

(3) Dalam hal pelaksanaan tugas yang bersifat tambahan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan bidang rugas 
Jabatan F'ungsional, rugas tambahan dapat menjadi bagian dari 
tugas utarna dalam sasaran kmerja pegawai untuk pencapaian 
kinerja orgamsasi. 

(4) Pela.ksanaan rugas Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana 
dapar dila.ksanakan secara individu dan/atau tergabung dalam 
'Nm Kerja. 

(5) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 
a. Saluan kerja / squad, dan 
b. Tim 

(6) Pembagian satuan Kerja / Squad sebagairnana dimaksud pada ayat 
(SJ huruf a tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian 
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. 

(7) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungeional dan Pejabat Pelaksana 
terdin atas: 
a. pelaksanaan tugas dalam Unit Kel)a, 
b. pelaksanaan tugas yang bersifat lintas Unit KeJJa dalam satu 

Unit Organisasi; 
c pelaksanaan tugas yang bersifat lintas Unit Orgamsasr, dan 
d. pela.ksanaan tugas yang bersifat hntas Instansi Pemenntah. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Tugas 

Pasal 11 
Mekarusme penugasan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 10 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dalam Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 17 
(1 l Pengelolaan krnerja Pejabat Fungsional dan Pejabat Pclaksana baik 

yang bekerja secara individu maupun dalarn tim kerja terdiri atas. 

Bagian Keenam 
Pengelolaan Kinerja 

(I) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksa.na yang dilugaskan secara 
individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung 
kepada Pimpinan Unit kerja dan/atau Unit Organisasi pemilik 
kinerja. 

(2) Pejabat Fungsional atau Pcjabat Pelaksa.na yang berperan sebagai 
ketua tim kerja melaporkan pelaksana.an tugas tim kerja kepada 
Pimpinan Unit kerja dan/atau Unit Organisasi pemilik kinerja 
secara berkala, 

(3) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berperan sebagai 
anggota tirn kerja, melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua 
tim kerja. 

(4) Pimpinan Unit kerja dan/atau Unit Organisasi pemilik kinerja 
secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada 
ketua tim kerja dan/atau anggot.a tim kerja. 

Pasal 16 

Bagian Kelima 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas 

Pasal 15 
Penugasan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayal 
(5) tidak berlaku pada rumah sakit umum daerah. 

atau Pejabat Pelaksana sebagai Ketua Satuan Kerja / Squad 
berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan. 

(2) Ketua Saluan Kerja ( Squad yang berasal dari pejabat fungs.ional 
atau pelaksana yang memiliki kelas jabatan dibawah kelas 9 
diberikan tambahan penghasilan yang diatur lebih lanjut dalam 
kebijakan yang mengatur tentang tambahan penghasilan pegawai. 

(3) Tambahan penghasilan bagi Kecua Satuan Kerja / Squad pada Unit 
Organisasi yang bersifat khusus dan Unit Organisasi bersifat 
fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

(4) Dalam hal pelaksanaan tugas dilaksanakan dalam tirn kerja 
terdapat anggota yang berasal dari Lintas Unit Organisasi, Pejabat 
Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang berperan sebagai ketua 
tim kerja berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja. 

(5) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak dapat 
ditugaskan sebagai Ketua Tim Kerja 
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Pasal 19 
(l I Proses Bisnis merupakan pedoman untuk menggambarkan 

hubungan kerja yang efektif dan efisien an tar Unit Organisasi. 
(2) Untuk mendukung penyesuaian mekanisme kerja sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18, Perangkat 
Daerah melakukan perbaikan dan pengembaogan Proses Bisnis di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rnonitormg dan evaluasi 
yang disertai dengan penyesuaian standar operasional prosedur. 

(4) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
terhadap: 
a peta proses; 
b. peta subproses, 
c. peta relasi; 

BAB V 
PROSES BISNIS 

Pasal 18 
(1) Perangkat Daerah mengutamakan layanan administrasi 

pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi 
SPBE yang terintegrasi dalam mendukung Sistem Kerja di 
lingkungan Pernerintah Daerah. 

(2) Kepala Perangkal Daerah memastikan setiap Unit kerja 
menggunakan aplikasi SPBE sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perudang-undangan yang belaku. 

(3) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
dalam rnendukung sistem kerja, dikoordinasikan oleh 
timkoordinasi SPBE Pemerintah Daerah. 

Bagian Ketujuh 
Pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Komunikasi 

a. perencaoaan k.inerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi 
harapan pencapaian target kinerja Pimpinan Unit Organisasi: 

b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang 
meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik 
berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai; 

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan 
d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian 

penghargaan dan sanksl. 
(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraruran perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat 
Pelaksana. 
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Pasat 21 
Pada saat Peraturan Bupati im mutai berlaku, ketentuan mengenai 
koordmator dan/atau sub koordinator yang tercantum dalam · 
a. Pasal 11 ayat (2), ayat (31 huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 14 ayat 

(2), ayat (3) huruf a, b dan c, dan ayat (5), Pasal 17 ayat (2), ayat 
(3) huruf a, b dan c, dan ayat (5), Pasal 22 ayat (2), ayat (3) huruf 
a, b dan c, dan ayat (5), Pasal 25 ayat (2), ayat (3) huruf a, b dan c, 
ayat (5). Pasal 28 ayat (2). ayat (3) huruf a, b dan c, dan ayat (5), 
Pasal 36 ayat (2), ayat (3) huruf a, b dan c, dan ayat (5), Pasal 39 
ayat (2), ayat (3) huruf a, b dan c, dan ayat (5), Pasal 42 ayat (1), 
Pasal 47 ayat (!), ayat (2) dan ayat (3), Lampiran I dan Lampiran 11 
huruf A nomor I, 2 dan 3, hurufB nomor l , 2 dan 3, hurufC nomor 
l , 2 dan 3, huruf D nomor 1, 2 dan 3, huruf E nomor I, 2 dan 3, 
huruf F nomor I , 2 dan 3, huruf H nomor l, 2 dan 3, serta huruf I 
nomor t. 2 dan 3 Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F'ungsi Serta 
Tata Kerja Sekrelarial Daerah Kabupaten Jepara (Berit.a Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 67), 

b. Pasal I ayat (8). Pasal 17 ayat (2). ayat (3) huruf a dan b, dan ayat 
(5), Pasal 20 ayat (2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 23 
ayat (1), Pasal 34 ayat (t), ayat (2) dan ayat (3), Lamprran I dan 
Lampiran II huruf C nomor I dan 2, serta huruf D npmpr l dan 2 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 68 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 68), 

c Pasal 18 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 21 avai 131 dan ayat (5), Pasal 
24 ayat (2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (5), PasaJ 31 ayat (I), 
Pasal 42 avat (II, ayat (21 dan ayat (3). Lampiran I dan Lampiran II 

BABVJl 
l(ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 
Unsur kesekretanatan pada Perangkat Daero.h melaksanakan peran 
dukungan bagi percepatan pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja 
sebagaimaoa dimaksud dalam Peraruran Bupati ini. 

BABVI 
KETENTUAN LAJN-1..AIN 

d. peta lintas fungsi; dan/atau 
e. peta level clan turunannya, sesuai dengan metode yang 

digunakan 
(5) Tata cara penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan 
ketenruan peraturan perundang-undangan. 
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huruf B nomor 2, huruf C nomor 2, serta huruf D nomor l dan 2 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 69 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Orgamsasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda clan Olahraga Kabuparen Jepara 
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 69J; 

d. Pasal 14 ayat (2), ayac (3) huruf a, b dan c, dan ayat (51, Pasal 17 
ayat (2). ayat (3) huruf a, b dan c, ayat (5), Pasal 20 ayat (2), ayat 
(3) hurufa, b dan c, ayat (SJ, Pasal 24 ayat (l), Pasal 35 ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3), Lampiran I dan Lampiran !I huruf A nomor 1, 
2 dan 3, huruf B nomor 1, 2 dan 3. serta hu ru f C nomor l , 2 dam 
3 Peraruran Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2021 rentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten .Jepara (Berita Daerah 
Kabupaten .Jepara Tahun 2021 Nomor 70); 

e. Pasal 15 ayat (2J, ayat (3) huruf a dan b, clan ayat (5), Pasal 18 ayat 
(2), ayat (3J huruf a, b dan c, dan ayat (5). Pasal 21 ayat (2J, ayat 
(3) huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 
28 ayat (I), Pasal 39 ayat ( I). ayat (2) dan ayat (3J, Larnpiran I dan 
Lampiran 11 huruf A nornor I dan 2, huruf B nomor I, 2 dan 3, 
huruf C nomor I dan 2, serta huruf D nomor 1 Peraturan Bupati 
.Jepara Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organtsasi, Tugas dan F'ungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara (Senta Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 71 J; 

f. Pasal 14 ayat (2), ayat (3) h uruf a dan b, dan ayat (SJ, Pasal 17 avar 
(2), ayat (3) huruf a dan b, dan a vat (5), Pasal 21 ayar ( l ), Pasal 32 
ayat ()), ayat (2). dan ayat (3), Lampiran I dan Lampiran II huruf A 
nornor I dan 2 dan huruf B nomor l dan 2 Pera tu ran Bupati Jepara 
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan F'ungsi Sert.a Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman KabupaLen Jepara (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 72), 

g. Pasal 15 ayat (2), ayat (3) huruf a dan b. dan ayat (SJ, Pasal 18 ayat 
(2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (S), Pasal 21 ayat (2), ayat (3) 
huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 24 ayat (2J, ayat (3) huruf a dan 
b, dan ayat (5), Pasal 28 ayat (I J, Pasal 39 ayat [I), ayat (2) dan ayat 
(3), Larnpiran I dan Lampiran n huruf A nomor 1 dan 2. huruf B 
nomor I dan 2, hurufC nomor I dan 2, serta hurufD nomor I dan 
2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F'ungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Sosial, Pernberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Jepara [Berna Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 
Nomor 73); 

h. Pasal 18 ayat (2), ayat (3) hurufa dan b, dan ayat (5), Pasal 21 ayat 
(2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1 ), Pasal 36 
ayat (II, ayat (2) dan ayat (3), Larnpiran I dan Lampiran II huruf B 
nomor I dan 2, serta huruf C nomor I clan 2 Peraturan Bupati 
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Jepara Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasl, Tugas clan Fungsi Serra Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara (Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 74); 

1. Pasal l 5 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan b, Pasal 18 ayat (2) dan 
ayat (3) huruf a, b dan c, Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan 
b, Pasal 24 ayat (2), ayat (31 huruf a, b dan c, dan ayat (5), Pasal 28 
ayat (!), Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Lampiran I dan 
Lamplran 11 huruf A nomor 1 dan 2. huruf B nomor l , 2 dan 3, 
hurufC nomor l dan 2, serta hururf D nomor I, 2 dan 3 Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Ketahanan Pangan dan Pertaoiao Kabupaten Jepara (Serita 
Daerah Kabupatcn Jepara Tahun 2021 Nomor 75); 

j. Pasal 15 ayat (2), ayat (3) hurufa dan b, dan ayat (5), Pasal 18 ayat 
(2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (5), PasaJ 18 ayat (2), ayat (3) 
huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 21 ayat (2), ayat (3) huruf a dan 
b, dan auyat (5), Pasal 25 ayat (1), Pasal 36 ayat (1). ayat (2) dan 
ayat (3), Lampiran l dan Larnpiran II huruf A nomor 1 dan 2, huruf 
B nomor 1 dan 2, serta huruf C nomor 1 clan 2 Pcraturan Bupati 
Jepara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dlnas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Jepara [Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2021 Nomor 76); 

k. Pasal 15 ayat (2), ayat (3) hurufadan b. dan ayat(5), Pasal 18 ayat 
(2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 21 ayat (2), ayat (3) 
huruf a dao b, dao ayat (5), Pasal 24 ayat (2), ayat (3) huruf a dao 
b, dan ayat (S), Pasal 28 ayat (1). Pasal 39 ayat (I), ayat (2), dan 
ayal (3), Lampiran r dan Lampiran 11 huruf A nomor I dan 2, huruf 
B nomor 1 dan 2, huruf C nomor 1 dan 2. serta huruf D nomor I 
dan 2 Peraturan Bupali Jepara Nomor 77 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jcpara Tahun 2021 Nomor 77); 

I. Pasal 15 ayat (2). ayat (3) huruf a, b dan c, dan ayat (5). Pasal 18 
ayal (3) dan ayat (5), Pasal 22 ayat ( 1), Pasal 33 ayat (I), ayat (2) 
dan ayat (3), Lampiran I dan Lampiran II huruf A nomor 1, 2 dan 
3, serta hurufB nomor2 Peraturan BupatiJepara Nomor 78 Tahun 
2021 tenca.ng Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Sena Tata J<erja Dinas Komunikasi dan lnformatika Kabupaten 
Jepara (Serita Daerah KabupatenJepara Tahun 2021 Nomor 78); 

m. Pasal 14 ayat (2), ayat (31 huruf a dan b, serta ayat (5), Pasal 20 
ayat (2) dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3), Lampiran I dan Lampiran II huruf A nornor l dan 2, 
serta huruf C nomor I dao 2 Peraruran Bupati Jepara Nomor 79 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisaei, Tugas dan 
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Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 79); 

n. Pasal 19 ayat ( 1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Jepara Nomor 80 
Tahun 2021 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2021 Nomor 80): 

o. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan b, Pasal 17 ayat (4) dan 
ayat (SJ huruf a dan b, Pasal 21 ayat (1), Pasal 32 ayat ( 1), ayat (2) 
dan ayat (3), Larnpiran I dan La.rnpiran ll huruf A nomor I dan 2 
serta huruf B nomor 1 dan 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 81 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orgarusasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustkaan 
Kabupaten Jcpara (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 
Nomor 8l); 

p. Pasal 14 ayat (2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (SJ, Pasal 17 ayat 
(2), ayat (3) huruf a dan b, dan a.}al (5), Pasal 20 ayat (2), ayat (3) 
huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 24 ayat (11, Pasal 35 ayat (1), ayat 
(2) dan ayat (3). Lampiran I clan Lampiran II huruf A nomor 1 dan 
2, hueuf B nomor I, 2 dan 3, serta huruf C nomor 1 dan 2 
Peraturan Bupall Jepara Nomor 82 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 82); 

q. Pasal 21 ayal (2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (SJ, PasaJ 25 ayat 
[I], Pasal 36 ayat (1). ayat (2) dan ayat (3), serta Lampirao I dan 
Lampiran U burufC nomor l dan 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 
83 Tahun 2021 ten tang Kedudu kan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungal Serta Tata Kerja Dinas Pariwisala dan Kebudayaan 
Kabupaten Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 
Nomor 83), 

r. Pasal 15 ayat (2). ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (SJ, Pasal 18 ayat 
(2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (S), Pasal 25 ayat (t), Pasal 36 
ayat (lJ, ayat (2). dan avai (3), Lampiran I dan Lampiran II huruf A 
nornor l dan 2, serta huruf B nornor 1 dan 2 Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Orgarusasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Jepara (Bcrita Daerah Kabupaten 
Jcpara Tahun 2021 Nomor 84); 

s, Pasal 15 ayal (2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 18 ayat 
(2), ayal (3) huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 21 ayat (2), ayat (3) 
huruf a dan b, dan ayai (5), Pasal 25 ayat (1), Pasal 36 ayaL (1). ayat 
(2) dan ayat (3), Lampiran I dan Lampiran II huruf A nomor .I dan 
2, huruf B nomor 1 dan 2, serta huruf C nomor l dan 2 Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan F'ungsi Scrta Tata Kcrja Polisi 



Pamong Praja clan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 85); 

t. Pasal 15 ayat (2), ayat (3) huruf a, b dan c, ayat (5), Pasal 18 ayat 
(2). ayat (3) huruf a, b dan c, ayat (5), Pasal 21 ayat (2), ayat (3) 
huruf a, b dan c, ayat (5), Pasal 24 ayal (2), ayal (3) huruf a, b dan 
c, ayat (51, Pasal 28 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), ayat (2) clan ayat (3), 
Lampiran I dan Lampiran Il huruf A nomor 1, 2 dan 3, huruf B 
nomor 1. 2 dan 3, hurufC nomor l, 2 dan 3. serta huruf D nomor 
1, 2 dan 3 Peraturan Bupati Jepara Nomor 86 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisssi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Peneliiian dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara (Serita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 86); 

u. Pasal 15 ayat (2), ayat (3) huruf a, b dan c, dan ayat (5), Pasal 18 
ayat (2), ayat (3) huruf a dan b. dan ayat (5), Pasal 21 ayat (2), ayat 
(3J huruf a, b dan c, dan ayat (5), Pasal 24 ayat (2), ayat (3) huruf 
a, b dan c, Pasal 28 ayat ( I), Pasal 39 ayat ( 1 ), ayat (2) dan ayat (3), 
Lampiran I dan Lampiran 11 huruf A nomor 1, 2 dan 3, huruf B 
nomor 1 dan 2, huruf C nomor 1, 2 dan 3. serta huruf D nomor 1, 
2 dan 3 Peraturan Bupati Jepara Nomor 87 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 87); 

v. Pasal 14 ayat(2), ayat (3) hurufadan b, dan ayal(S), Pasal 17 ayat 
(2), ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 20 ayal (2), ayat (3) 
huruf a dan b, dan ayal(5), Pasal 24 ayat( I), Pasal 35 ayat( 1), ayat 
(2) dan ayat (3), La.mpiran I dan Lampiran U huruf A nomor 1 clan 
2, Huruf B nomor 1 dan 2, serta Huruf C nomor I dan 2 Pera tu ran 
Bupati Jepara Nomor 88 Tahun 202 l tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2021 Nomor 88); 

w. Pasal 15 ayat (2), ayat (3) huruf a dan b, aya; (5), Pasal 18 ayat(2), 
ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 21 ayat (l ), Pasal 32 ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3), l..ampiran I dan Lampiran LI huruf A nornor 
1 dan 2, serta huruf B nornor I dan 2 Peraturan Bupaci Jepara 
Nomor 90 Tahun 2021 teruang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungst Serta Tam Kel]a Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Jepara (Berita Oaerah Kabupaten Jepara Tahun 
2021 Nomor 90); dan 

x, Pasal 13 ayat (2), ayat (31 huruf a, b dan c, dan ayat (5), Pasal 15 
ayar (2), ayat (3) huruf a, b dan c. dan ayat (5), Pasal 19 ayat (2), 
ayal(3) huruf a dan b, dan ayat (5), Pasal 21 ayat(2), ayal(3) huruf 
a dan b. dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3) huruf a dan b, dan 
ayat (5), Lampiran II huruf A nomor 3, huruf B nomor I, 2 dan 3, 
huruf C nomor I, 2 dan 3, huruf D nomor I dan 2, huruf E: nomor 
1 dan 2, serta huruf F' nomor I dan 2 Peraturan Bupati Jepara 

IS 
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Agar seriap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraurran Bupau ,ni dengan penernpatannva dalam Berita Oaerah 
Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 22 

Nomor 8 Tahun 20.22 renrang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 
Orgarnsasr, Tugas dan Fungsr Sena Tata kel)a Rumah Sakit 
Umum Daerah Raden Aji-ng Kartin! Kabupaten Jepara (Serita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 8), 
dicabut dan dinvatakan ndak berlaku 



Selanjutnya dalam rmplemcntasinya, penyederhanaan birokrasi dilakukan 
melalui tiga tahapan yaitu penyederhanaan struktur orgarusasi. penyetaraan 
jabatan, dan penyesuaian sistcm kerja. Pelaksanaan tahapan penyesuaian sistem 
kerja dllakukan melalui penyesuaian rnekarnsme kerja dan proses brsrus dengan 
mernanfaatkan sistem pemerintahan berbasrs elektronik Sistem pemelintahan 
berbasis clektronik merupakan dukungan pentmgyang akan mendorong pencapaian 
transformasi yang dtlakukan. Pada akhirnya, penyesuruan sisiern kerja tersebut 

Onmbar I. Transforrnus] unruk Mrncnpal Kinc.-rja Bersamn 
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Penycderhanaan Birokrasi merupakan bagian dari program pricntas kcrja 
Presiden di bida.ng reformasi birokrasi untuk mcwujudkan pengelolaan pemenntah 
yang bersih, efektiI, dan terpercaya sebagaimana diamanatkan dalarn Peraturan 
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020-2024. Penyederhanaan Birokrasi tidak hanya menghapus 
atruktur birokrasi dan mengalihkan Pejabat Administrasl menjadi Pejabat 
Fungsional, namun juga dilakukan melalui perubahan sistem kerja. Perubahan yang 
dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja melalui penyederhanaan birokrasi 
rnerupakan cransfonnasi sistem kerja yang sernula berjenjang dan terkotak-kotak 
sehingga mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan berubah menjadi 
system kerja yang kolaboratif dan dinarms. Bentuk dart transformasi sistem kerja 
tersebut menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasu dengan didukung 
oleh t.ata kelola pemerintahan digital. Dukungan tat.a kelola pemerintahan tersebur 
drtujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan yang pada akhimya akan 
bennuara pada pencapaian kinerja bersama, sebagaimana dillustraslkan pada 
Gambar 1. 

BABI 
PENDAHULUAN 

SISTEM KERJA APARATVR SIPIL NEGARA UNTUK PENYEDl!:RHANAAN BIROKRASJ 
DI LINGKUNGAN PEMERTNTAH KABUPATEN JEPARA 

26 ACUSTUS 2024 
S!STEM KERJA APARATUR SIPIL 
NEGARA UNTUK PENYEDERHANAAN 
BIROKRASI 

TANG GAL 
TENT ANG 

LAMPlRAN PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 17 TAHUN 2024 
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Penyesuaian Siatern r<erja di Lingkungan Pemerintah Oaerah dilakukan 
setelah penycderhanaan struktur organlsasi dan penyetaraan jabatan guna 
mewujudkan organisasi yang lebih sederhana dan lebih lincah. Penyesuaian sistern 
kerja dimaksud meliputJ penyesualan mekanisme kerja dan proses bianis. 

A. Mekaniame Kerja 

Mekanisme kerja adalah serangkaian proses dan cara kerja organisasi yang 
menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai ASN di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jepara yang dilakukan dalam suatu sistern dengan mengedepankan 
kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan. Dengan penyederhanaan birokrasi, 
setiap unit organisasi terdiri dan Pejabat Administrasi dan Tim Ketja yang terdiri 
darl kclompok Jabat.an Fungsional dan Pelaksana. Tim Kerja terdiri dan l (satu) 
jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau Pelaksana yang dapat berasal dan lintas 
unit organisasi atau jika dibutuhkan dapat berasal dari hntas lnstansl Pemerintah. 

BAB II 

PENYESUAIAN SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

Sistem kcrja setelah penyederhanaan birokrasi selain bercrientasi pada hasil 
juga harua tetap memperhatikan proses. Atas proses-proses yang dinilai 
mcnghambat pencapalan hasil diperlukan rckayasa ulang. Setiap pegawai d1 dalam 
sistem kerja tersebut diharapkan rnemillki kemampuan untuk beradaptasi dan 
cckatan dalam menanggapi permasalahan baik dari internal maupun external 
organisasi. 

Dukunpn Slstem '-merlnuhan 11,f,,·~~ s EMbron1k 
Oambar 2. Mckanfsmr Kt:rj11 yung llneah dan OcxibC'I 

• •• • • • • ! •. 
• • •• 
• • '1 • 

- ... 
• • 

• 

• • •• 

mendorong terwujudnya organisasl yang fleksibel dan beronentasi pada hasil, yang 
mengedepankan profesionalitas, transparansi dan kompetensi. Dalam mendukung 
optlma.lisasi penerapan sistem kerja mi dibutuhkan kolaborasi antar dan intra unit 
organisasi sehingga akan mendorong terwujudnya kualitas output yang akuntabel, 
Dalam memenuhi kebutuhan atas kolaborasi tersebut, Pejabat Fungsional dan 
Pelaksana dapat ditugaskan baik itu di dalam unit organisasi maupun antar unit 
organisasi, sebagaimaoa diilustrasikan pads Gambar 2 . 
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Mekanisme kerja sebagaimana dijelaskan di atas dillustrasikan dalarn 
Gambar 3 sebagai berikut. 

3. Tahapan Eva1uasi 
Tahapan evaluasi dunaksudkan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan target yang diharapkan Kegiatan yang dilakukan pada tahapan 
evaluasi adalah reviu alas hasil pelaksanaan lugas Tim Kerja atau Indrvidu oleh 
Pimpinan Unit Organisasi selaku Pejabat Penilai Kinerja. Pelaksanaan kegiacan 
dinyatakan selesai setelah Pimpinan Unit Orgarusasi dan/atau Kepala 
Perangkat Daerah menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan clmyatakan telah 
sesuai dengan target yang diharapkan. 

2. Tabapan Pelaksanaan 
Tahapan pelaksanaan drmaksudkan untuk memastikan kegiatan dan 
anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, dengan rincian: 
a. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan 

pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana. 
b. Monitoring perkernbangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan 

kegiatan oleh Pimpinan Unit kerja, Pimpinan Unit Organisasi selaku Pejabat 
Penilai Kinerja dan/atau Ketua Tim Kerja. 

c. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpman Unu Kerja 
dan/atau Pimpinan Unit Organisasi 

Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalarn bentuk Tim Kerja dapat dipimpin oleh 
Ketua Tim Kerja Kerja. 

Mekanisme kerja paska penyederhanaan struktur organisasi disesua.ikan 
dengan strategi dari Pejabal Level I (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) dan/atau 
Pimpinan Unit Organisasi Pejabat-pejabat tersebut memastikan kesiapan 
dukungan sarana dan prasarana, tata kelola, sumberdaya yang optimal, serta 
memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas yang ada. Alur tahapan 
rnekanisme kerja paska penyederhanaan struktur organisa.si dan penyetaraan 
jabatan terbagi menjadl 3 [uga) tahapan, ya.itu: 

I. Tahapan Perencana.an 
Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan babwa kinerja 
organisasi dapat d.ilakukan secara sistematis serta logis unruk mencapa.i 
tujuan dengan hasil konkrit adalah rencana kerja. Kegi.atan yang dilaksanakan 
pada tahapan perencana.an di antaranya: 
a. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategr 

pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan 
Pelaksana dibawah koordinasi Pimpinan Unit Organisasi selaku Pejabat 
Penilai Kinerja. 

b. Perurnusan st.rategi pelaksa.naan pencapaian target kinerja oleh Pimpinan 
Unit Organisasi yang terdiri dari penenruan pelalcsanaan rugas dalam 
bentuk Tim Kerja atau Individu, peneruuan kebutuhan pelibatan Pejabat 
Fungsional atau Pelaksana lintas unit serta keburuhan ataa Ketua Tim 
Kerja. 

c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran unruk 
pencapaian target kinerja oleh Pejabat Pungsional dan Pelaksana. 
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Kedudukan merupakan penempatan posisi Pegawai ASN dalam struktur 
orgarueasi sebagai basis pemberian tugas dan ranggung jawab jabatan 
Dengan penyesuaian sistem kerja perlu diberikan pedoman mengenaJ 
kedudukan Pejabal Fungsional dan Pelaksana deism Unit Organisasi pada 
Pemerlntah Daerah. l<edudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana 
diteruukan berdasarkan kornpetensi. keahlian dan/atau keterarnpilan 
yang sesuai dan diperlukan unruk mencapai kinerja Unit Organisasi 

Adapun kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Unit 
Organisasi dapat dijelaskan scbagai berikut: 

a. Kedudukan merupakan penggambaran posisl kedudukan Pejabat 
Fungsional dan PeJaksana dalam struklur orgamsasl dengan Pejabat 
Penilai Kinerja sebagai atasan langsung, yang tergarnbarkan dalam 
struktur organlsasi dan tata kerja masing-masing Perangkat Daerah. 

b. Pejabal Penilai Kinerje sebagaimana dirnaksud pada huruf a dapat 

Penjelasan terperinci mekanisme kerja pada Pemerintah Daerah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi adalah sebagai berikut: 
1. Kedudukan 

B. Penyesualan yang Diperlukan untuk Mendukung Mekanisme Kerja 
Pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja pada Pemerintah Daerah 

untuk Penycderhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jepara membutuhkan beberapa penyesuaian, di antaranya sebagai berikut: 
a. Penentuan Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana 

Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Pejabat Penllai Kinerja, Pejabat Penilai Kinerja 
rnerupakan atasan langsung dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana 
dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah Jabatan Pengawas atau 
jabatan lain yang diberl pendelegasian wewenang. 

b. Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana 
Pejabat Fungsicnal dan Pelaksana dapat ditugaskan secara lndividu atau 
Tim Kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Orgarusasi. 
Pimpinan Unit Organisasi merupakan Pejahat Pimpinan Tinggi Pratama, 
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat F'ungsional yang 
diangkat unruk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, Penugasan tersebut, dapat 
berupa penugasan langsung atau pengajuan sukarela kepada Pirnpinao 
Unit Organisasi, Penugasan dapat dilakuk.an dalam Unit Organisasi, an tar 
UniL Organisasi atau anlar instansi pemerintah. 

c. Penyesuaian dan Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan Tugas 
Penyesuaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat 
Fu ngsional dan Pelaksana dapat dilakukan dalam Tim Kerja atau lndividu. 
Tim Kerja dapat terdiri dari satu jenis atau lebih Jabalan Fungsional dan 
Pelaksana. Di dalam Tim Kerja ditunjuk scorang Ketua Tim Kerja. 
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan kepada Pejabat Penilai 
Ktnerja maupun Pimpinan Unit Organisasi. 
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Pada struktur di atas, maka Kelompok Jabatan Fungsional dan 
Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Administrator dan pejabat 
pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja. Sedangkan Pejabat 
Administrator berkedudukan di bawah Pejabat Pimpman Tinggi 
Pratarna yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja. Untuk Pejabat 
fungsional dengan jenjang ahli madya dan ahli ut.ama berkedudukan 
di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratarna sebagai penilai kinerja. 
Mekanisme kerja pada organisasi irn dapat diuraikan sebagai berikut: 
l) Tahapan Perencanaan 

• Tahapan perencanaan dirnulai dari Pejabat Pimpinan Ttnggi 
Pratama menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. 
Perjaojian k.inerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan 
pembagian tanggungjawab target kinerja bagi Pejabat 
Administrator. 

Gamber 4. Unit Orgnnfsaiit Sckretariat Dewan, Dines dan 
Sadan yang dipimptn olch 

P(!jolJat Pimplnan Tinggi PratBJl\11 dengan 
Pcjabo1 Administrator sebagai f>eji:ibat Pcnllat Klncrja 

, 
I 
I 
I 

,----------· 
I P&JADAT POlP'OfAJf I .__..._ 

I . ........ 
' TmGQl PIIATAMA. ·~ I L----,----- 

,-----L----, I 
_ I ! I I I I 'I I I 

I l'&JABt.T I PZ.1"""1' 
_, .. 

I· -- .. I ADMT.lllS'TaATOtt I A.OIO IOST'ltA 'N>R 
' l----,---- I . ,-----~---- ---- H-+ . I PIC.fABAT IIAOIOOII.MMT.U 

• ... ... , . I J'&WQAWA8 
I ............ • L----,---- '' 

U-"OIU'Qlll..iAIIUUI ~ - • - ........... ~ 
-~H 

Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Unit 
Organisasi terbagi dalam beberapa kondisi sebagai berikut: 

a. Unit Organisasi Sekretariat Dewan, Dinas dan Badan yang dipimpin 
oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Prat.a.ma dengan Pejabat Administrator 
dan pejabat pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja 

merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, 
Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk 
memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

c. Penetapan kedudukan Pejabat Fungsronal dan Pelaksana dilakukan 
melalui proses perencanaan dan dengan mempertimbangkan rentang 
kendali dan beban tugas organisasi 

d. Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam suatu 
Unit Orgarusasi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 
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3) Tahapan Evaluasi 
• Pejabat Administrator menmjau hasil pelaksanaan kegiatan. 

HasiJ pclaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target 

2) Tahapan Pelaksanaan 
• Tabapan pelaksanaan dimulai dart penyusunan rincian 

pelaksanaan kegiatan. Rincian pelaksanaan dilakukan dengan 
menguraikan kegiatan, dan anggaran yang telah disusun pada 
tahap perencanaan oleh lndividu, Tim Kerja, atau Ketua Tim 
Kerja. 

• Selanjutnya, untuk kegiatan .', ang dilaksanakan oleh Tim Kerja, 
dilakukan pembagian peran bagi anggota Tim Kerja. Pembagian 
peran anggota Tim Kerja difakukan berdasarkan kompetensi, 
keahlian dan/atau keterampifan Berdasarkan perannya, 
Pejabat Fungsional atau Pelaksana melaksanakan kegiatan. 

• Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau 
Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait 
dengan kegiatan tersebut, Kolaborasi dimaksud terkait 
slnkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak 
terbatas pada hal-hal tersebut saja. 

• Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas 
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu­ 
waktu oleh Pejabat Administrator dan/atau Ketua Tim Kerja. 

• HasH pclaksanaan kegiatan vang sudah sesuai dengan target, 
disampaikan kepada Pejabat Administrator oleh Lndividu atau 
Ketua Tim KeIJa. 

• Selanjutnya Pejabat Pimpinan Tinggi Prata.ma a.kan 
memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan 
kegiatan dan pcncapaian target kinerja bersama. 

• Alas arahan tersebut kemudian Pejabat Administrator 
merumuskan strategi pencapaian target kinerjanya. Arahan 
dan ekspektasi target klnerja di sampaikan Pejabat 
Administrator kepada Ketua Tim Kerja yang beranggorakao 
Pejabat Fungsional dan Pelaksana dibawah koordinasinya. 

• Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan 
Pejabat Fungsional atau Pelaksana dari unit organisasi lain 
akan melalui proses permohonan pelibatan Pejabat Fungsional 
atau Pelaksana lintas unit organisasi. Penyelesaian target 
kinerja dalam bentuk kegiatan dilakukan baik seeara !ndividu 
ataupun 'Nm Kerja. 

• Pada tabapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat 
Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja secara fndividu 
maupun tim kerja bersama Pejabat Administrator menyusun 
rencana pelaksa.naan kegiatan, dan anggaran untuk 
pencapaian target kinerja. 
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Alur rnekarusme kerja pada Unit Kerja yang dlpimpin oleh Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama dengan Pejabal Administrator sebagai 
Pejabat Penilai Kinerja dapat diiluetrasikan pada Gambar 3 berikut: 

disampaikan kepada Pejabat Pirnpinan 1'inggi Pratama untuk 
ditinjau. 

• Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama menerima hasil pelaksanaan kegiatan 
dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang 
diharapkannya. 
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I) Tahapan Perencanaan 
• Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Administrator 

selaku Pimpinan Unit Organisasi menyusun dan menetapkan 
perjanjian kinerja. 

• Pejabat Administrator akan mernberikan arahan dan 
merumuskan strategi pencapaian target kinerja Jang terdiri 
dari penentuan pelaksanaan tugas, 

• Atas arahao tersebut kemudian Pejabat Pengawas 
merumuskan strategi pencapaian target kinerjanya. Arahan 
dan ekspektasi target lcinerja di sampaikan Pejabat Pengawas 
kepada Pejabat FungsionaJ dan Pelaksana dibawah 
koordinasinya 

• Penyelesaian target kincrja yang membutuhkan pelibatan 
Pejabat Pungsional acau Pelaksana dan lintas unit organisasr 
harus melalui proses perrnohonan pelibatan Pejabat Fungsional 
atau Pelaksana lintas unit organisasi. 

Mekanisme kerja pada unit organisasi ini sebagaimana tergambarkan 
pada gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pada struktur di atas, maka Kelompok Jabatan Fungsional dan 
Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Pengawas yang berpe-ran 
selaku Pejabat Penilai Kmerja. Untuk Pejabat fungsional dengan 
jenjang ahli muda dan ahli madya berkedudukan di bawah Pejabat 
Administrator sebagai penilai kinerja. Pejabat Pengawas 
berkedudukan di bawah Pejabat Adrmnistrator yang berperan sebagai 
pimpinan unit organisasi. 

Oambar I.>. Unit Organisasi yang diplmpln oten 
Pejabat Administrator dcngan Pcjabat Administrator J Pengawas ..cbag.ai 

Ptjabal ?cnilal Kincrja 
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b. Unit Orgarusasi Sadan dan xecamatan yang dipimpin oleh Pejabel 
Administrator dengan PejabAt Admuust.rator/Peja!Jat Pengawas sebagai 
Pejabat Penilar Kinerja 
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2) Tahapan Pelaksanaan 
• Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Pejabat Fungsional 
atau Pelaksana. Penyusunan nncian pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran tersebut disesuaikan dengan rencana pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran yang telah disusun sebelumnya 

• Pelaksanaan kegiatan dilalrukan oleh Pejabat Fungsional atau 
Pelaksana sesuai perannya. Pernbagian peran dilakukan 
berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterarnpilan. 

• Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau 
Pelaksana berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait 
dengan kegiatan tersebur, Kolaborasi dimaksud terkait 
sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapitidak 
terbatas pada hal-hal tersebut saja. 

• Monitoring perkernbangan clan pemberian umpan balik atas 
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu­ 
waktu oleh Pejabai Pengawas dan/alau Ketua Tim Kerja. 

• Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, 
dlsampaikan kepada Pejabat Pengawas oleh lndividu atau 
Ketua Tim Kerja, 

3) Tahapan Evaluasi 
• Pejabat Pengawas meninjau hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil 

pelaksanaan kegiatan yang udak sesuai dengan target ataupun 
ekspektasi dikcmbalikan kepada Individu atau Tim kerja untuk 
disesuaikan kernbali. 

• Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari Pejabat Pengawas 
disarnpaikan kepada Pejabat Administrator 

• Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah PeJabal 
Adrmnistrator menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan 
dinyatakan telah sesuai dengan ekspektasinya 

Alur mekarusme kerja pada Unit Orgarusasi yang dipirnpm oleh 
Pejabat Administrator dengan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat 
Penilai Kinerja dapat diilustrasikan pada gambar 7 berikut 

• Pada cahapan terakhir dari proses perencanaan, Pejabat 
Fungsional clan Pelaksana baik yang bekerja secara lndividu 
maupun cim kerja bersarna Pejabat Pengawas menyusun 
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran unruk pencapaian 
target kinerja, 
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Pada struktur di atas, maka Kelompok jabatan fungsional dan 
Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Fungsional sebagai 
pimpinan UnH Organiaast yang berperan selaku Pejabat Penilai 
Kinerja. Mekanisrne kerja pada unit organisasi iru sebagalmana 
tergambarkan pada gambar diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 
l) Tahapan Perencanaan 

• Tahapan Perencanaan dimulai dari Pejabat Fungsional yang 
memimpin unit organisasi selaku Pejabat Penilai Kinerja 
sekaligus selaku Pi.mpinan Unit Organisasi menyusun dan 
menetapkan perjanjian kinerja. 

• Pejabat Fungsional yang memirnpln unit organisasi akan 
memberlkan arahan dan merumuskan strategi pencapaian 
target kinerja yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas 
dalam bentuk Tim Kerja alau lndtvidu, penentuan kebutuhan 
pelibatan Pejabat Fungsional atau Pclaksana lintas unit serta 
penentuan kebutuhan atas Ketua Tim Kerja. 

• Penyelesaian target kinerja yang mcmbutuhkan pe1ibatan 
Pejabat Fungsional atau Pelaksana dari llntas unit organiaasi 
harus melalui proses permohonan pelibatan Pejabal Pungsronal 
atau Pelaksana llntas unit organisasi. 

• Pada tahapan terakhir darl proses perencanaan, Pejabat 
Fungsional dan Pelnksana baik yang bekerja secara lndividu 
maupun yang tergabung dalam Tim Kerja bersa.ma Pejabat 
Fungsional yang memimpin unit organisasi menyusun rencana 
pelnksanaan kegiatan dan anggaran unluk pencapaian target 
klnerja. 

2) Tahapan Pelaksanaan 
• Tahapan pelaksanaan dimu lei dari penyusunan rincian 

pelaksanaan kegiatan dan angga.ran oleh Pejabat Fungsional 
atau Pelaksana. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan dan 
anggaran tersebut disesuaikan dengan reneana pelaksanaan 
kegiaran dan anggaran yang telah dlsusun sebelumnya 

Cambar 8. Pusat Kcschar.an Masyaraka1 dan saiuan pendldikan yang dlpimpin oleh 
Pcjabat Fungslonat sekahgus 'ICbagw l'cnilai Kinerje 
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c. Pusat Kesehatan Masyarakat dan satuan pendidikan yang dipimpin 
oleh Pejabat Fungsional sekaligus aebagai Pejabat Penilai Kinerja 
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Alur mekanisme kerja pada pada unit organisasi yang dipirnpin olch 
Pejabat Fungsional dengan Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Penilai 
Kinerja sekahgus Pimpinan Unit Organisasi dapat diiJustrasikan pada 
gambar J l berikut 

• Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional a.tau 
Pelaksana sesuai perannya. Pembagian peran dilakukan 
berdasarkan kompetensi, kea.hlian dan/atau keterampilan. 

• Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau 
Pelaksana berkolaborasi dengan semua pthak yang terkait 
dengan kegiatan tersebut. Kolaborasi dimaksud terkait 
sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi ndak 
terbatas pada hal-hal tersebut saja. 

• Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas 
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu­ 
waktu oleh Pejabat Fungsional yang memimpin unit organisasi 
dan/atau Ketua Tim Kerja. 

• Hasil pelaksanaan kegiatan yang suda.h sesuai dengan target, 
disampaikan kepada Pejabat Fungsional yang memimpin unit 
organisasi oleh lndividu atau Ketua Tim Kerja. 

3) Tahapan Evaluasi 
• Pada tahap evaluasi, Pejabat FungsionaJ yang memimpin unit 

organisasi memnjau hasil pelaksanaan kegiatan Hasil 
pelaksanaan kegiatan yang lidak sesuai dengan target ataupun 
ekspektasi dikembalikan kcpada lndividu atau tim kerja untuk 
disesuaikan kembaJl. 

• Pelaksanaan keglatan dinyatakan selesai setelah Pejabat 
Fungsional yang mermmpin unit organisasi menenma hasil 
pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan teJa.h sesuai dengan 
ekspektasinya. 

30 



Oambar 9. Unh Organisasl yang dlpimp!n olch Pt-J11ba1 Fung~lonal Dengan Pejebat Fungslonel '!t'bagai Pt-nilei Kincria 
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Pada strulctur di atas, maka Kelompok Jabatan Fungsional dan 
Pelaksana berkedudukan di bawah Pejabat Administrator dan/atau 
pejabat pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja. Untuk Pejabat 
fungsional dengan jenjang keahlian berkedudukan di bawah Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pemilik Kinerja sekaligus penilai 
kinerja. 
Mekanisme kerja pada organisasi ini dapal diuraikan sebagai berikut: 

1 J Tahapan Perencanaan 
• Tahapan perencanaan dtrnulai dan Pejabat Pimpinan Tmggi 

Pratama menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja. 
Perjanjian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penentuan 
pembagian tanggungjawab target kinerja bagi Pejabat 
Administrator. 

• Selanjutnya Pejabal Pimpinan Tinggi Prat.ama akan 
memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan 
kegiatan dan pencapaian target kinerja bersama kepada 
Pejabal Administrator (Wakil Direktur) 

• Ates arahan tersebut kernudian Pejabat Administrator (Wakil 
Direktur) merurnuskan strategi pencapaian target kinerjanya. 
Arahan dan ekspektasi target kinerja di sampaikan Pejabat 
Administrator (Kepala Bidang dan/atau Kepala Bagian) kepada 
Ketua Tim Kerja Kerja yang beranggotakan Pejabat Fungsional 
dan Pelaksana dibawah koordinasinya. 

• Penyelesalan target kinerja yang membuluhkan pelibatan 
Pejabal Fungsional atau Pelaksana dari unit organisasi lain 

Oambar 14. Un11 Orgamsasi Ru mah Sak.It Dacreh dengan Pl:Jabat l'impUlan Tmggi 
Pratama sebaga.1 Pimplnan Unit Orgamsast dcngan PeJabat Admmisuator dnn/atSu 

pejaba; pengawas sebagai Pcjabat: Penilai Kmerja 
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d. Unit Organisasi Rumah Sakit Dae.rah dengan Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama sebagai Pimpinan Unit Organisasi dan PejabaL Administrator 
dan/ atau pejabat pengawas sebagai Pejabat Penilai IGnerja 
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Alur mekanisme kerja pada Urnt Organisasi Rumah Sakal Umum 

akan melalui proses pennohonan pelibatan Pejabat Fungsional 
atau Pelaksana lintas unit. Penyelesaian target kinerja dalam 
bentuk kegiatan dilakukan baik secara Joctividu ataupun Tim 
Kerja. 

• Pada tahapan lerakhir dari proses perencanaan, Pejabat 
F'ungsional dao Pelaksana bark yang bekerja secara Individu 
maupun Tim Kel)a bersama Pejabat Administrator menyusun 
rencana pelaksanaan kegiatan, dan anggaran uniuk 
pencapaian target kinerja. 

2) Tahapan Pelaksanaan 
• Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan nncran 

pelaksanaan keglatan. Rincian pelaksanaan dilakukan dengan 
menguraikan kegiatan, dan anggaran yang telah ctisusun pada 
ta.hap perencanaan oleh lndividu, Tim Kerja, atau Ketua Tim 
Kerja 

• Selanjutnya, untuk kegiatan yang dilaksanakao oleh Tim Kerja, 
dilakukan pembagian peran bagi anggota Tim Kerja. Pembagian 
peran anggota Tim Kerja dilakukan berdasarkan kompetensr, 
keahlian dan/atau keterampilan Berdasarkan perannya, 
Pejabat FungsionaJ atau Pelaksana melaksanakan kegiatan. 

• Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau 
Pelaksana berkolaborasi deogan semua pihak Jang terkait 
dengan kegiatan tersebut Kolaborasi dunaksud terkait 
sinkronisasi data, kebijakan, dan pelaksanaan, tetapi tidak 
terbatas pada hal-hal tersebut saja. 

• Monitoring perkembangan dan pemberian umpan babk atas 
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala atau sewaktu­ 
waktu oleh Pejabat Administrator, pejabat pengawas dan/atau 
Ketua Tim Kerja. 

• I lasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, 
disarnpaikan kepada Pejabat Administrator oleb lndivtdu atau 
Ketua Tim Kerja 

3) Tahapan Evaluasi 
• Pejabat Administrator (Kepala Bidang dan/ at.au Kepa]a Bagian) 

meninjau hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan 
kegiatan yang telah sesuai dengan target disampaikan kepada 
Pejabat Administrator (Wakil Direktur] untuk diunjau 

• Pejabal Administrator (Wakil Direktur) mereviu hasil 
pelaksanaan kegiatan, apabila telah sesuai dengan t.arget 
kemudian diteruakan kepada Pejabal Plmpinan 1'inggi Pratama. 

• Pelaksanaan kegiatan dmyatakan selesai setelah Pejabat 
Pimpinan Tinggt Pratama menenrna hasil pelaksanaan kegiatan 
dan dinyatakan tclah sesuai dengan target vang 
diharapkannya 
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Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Pimpina.n Tinggi Pratama dengan 
Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja dapat 
dHlustrasikan pada Gambar 15 berikut: 
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Gambar 1:2. Volt Organlsul Dina Pena= Modal 
dM Pelayana.o Tc:rpadu Satu Piotu yang dlpimpm oleh 

Pl!Ja.bat Pimpinan Tinggi Pnwuna 
Pada st.ruktur dJ atas, rnaka Kelompok Jabatsn Fungsfonal dan 
Pelaksans berkcdudukan di bawab Pcjabat Pimpinan Tingg; 
Pratama/Admloi.strator/Pengawaa sebagai Pejabat Penilai Kiner:JB. 
Mckaoisme kerja pada organlsasi ini dapat diuraika.n sebagai berikut: 
l) Tabapan Perencanaan 

• Tahapan perencanaan dlmulai dari Pejabat Pimplnan Tinggl 
Pralaroa menyusun dan meoetapJcan perjaojian kinerja. 
Perjanjian kioerja tersebut diguoakan sebagai dasar penenruan 
pembagian tanggungjawab target kinerja Pcjabat Administrator 
dan Kelompok .Jabatan Fungslooal Substansi Pcnaoaman 
Modal dan Substansi Perizinan. 

• Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mcnunjulc aalah scorang 
pejabat fungs.ional jenjang ahli madya untuk menjadi 
koordlnator substansi peoanaman modal atau substansi 
perizinan. 

• Sclanjutnya Pejabat Pimpinan Tiogga Pratama akan 
mcrnberllcan arahan dan koordlnasr untuk pelaksanaan 
kegiaten dan pencapaian target kinerja bersama kepada 
Pejabat Adtnlnistrator dan Kelompok Jabatan Fungsiona1 
Substansi Penanarnan Modal dao Substansr Perizinan, 

• Ataa araban tersebut kcmudiao Pcjabat Admioiatnltor dan 
Kelompok Jabatan Fungsional merumuskan strategr 
pencapa,an target lonerjanya. Arabao dan ekspektas, target 
kinerja di sarnpaikan Pejabat Administrator kepada Kerua Tim 
Kerja a.tau Koordina.tor Kelompok Jabatan Fungsronal yang 
beranggol!lkan Pejebal Fungaional dan Peleksane dibawah 
koord.inasinya. 

• 

----------, I 
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e. Unit Organisasi Dinas Pcnsnamso Model dao Pclayanan Tc:rpadu Satu 
Pintu dengM Pcjabat Pimplnan Tinggi Pratama scbagei Pimpiosn Unit 
Organisssi. 
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• Penyelesaian target kinerja yang membutuhkan pelibatan 
Pejabat FungsionaJ atau Pelaksana dari umt organisasi Jam 
ale.an mclalui proses pennahonan pelibatan Pejabal Fungsional 
atau Pelaksana lintas unit. Penyelesaian target kinerja dalam 
bentuk kegiatan dila.lrukan baik secara Individu ataupun Tim 
Kerja. 

• Pada tahapan terakhir dan proses perencanaan, Ptjabat 
Fungsi.onal dan Pelaksana baik yang bekerja secara lndividu 
maupun Tim Kerja bersama Pejabat Administrator menyusun 
rencana pelaksanaan kegiatan, dan anggaran unruk 
pencapaian target kinerja. 

2) Tahapan Pclaksanaao 
• Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan rincian 

pelaksanaan kegiatan. Rincia.n pelaksanaan dilakukan dengan 
menguraikan kegiatan, dan anggaran yang l.elah disusun pada 
tahap perencanaan oleh lndividu, Tim Kerja, atau Ketua Tim 
Kerja. 

• Sclanjutnya, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja, 
dllakukan pembagian peran bagi anggota Tim Kerja. Pembagian 
peran anggota Tim Kcrja dilakukan berdasa.ckan kompetensi, 
keahllan dan/atau keterampilan, Bttdasarkan perannya, 
Pejabat Fungsional atau Ptlaksana melakaarutkan kegiatan. 

• DaJam melaksanaken kegiatan, Pejabat Fungsional atau 
Pclaksana berkolaborasi dengan sernua pihak yang tcrkail 
dengan kcgiatan tersebut, Kolabo:rasi dimaksud l.crlc.a.it 
alnkrcnisasl data, kebijakan, dan pclaksanaan, tetapi tidak 
terbatas pada hal-hal tcrsebut saJa 

• Mcnitoring pcrke.mbangan dan pemberian umpan batik atas 
pelaksanaan kegialan dilakukan secara berkala atau sewaktu­ 
waktu olch Pejabat Pimpinan T'mggi Pratama, Ptjabat 
Administrator dan/atau Ketue Tim Kcrja. 

• Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan target, 
disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratarna, Pejabat 
Administrator olcb lndividu ata.u Kctua Tim Kcrja. 

3) Tabapan Eva!uasi 
• Pejabat Administrator meninjau hasil peleksenaan kegiatan. 

Hasil pelaksanaan kegiatan yang relah scsuai dcngan target 
disampaikan kepada Pejabal Pi.mp.inan T.inggi Prat.am.a untuk 
ditiojau. 

• Pclaksanaan kegratan dinyatakan scle11ai setelah Ptjabat 
Pimplnan Tinggi Pratama mcnerima hasil pelaksanaan kegiatan 
dan dinyatakan telah sesum dengan target yang 
diharapkannya. 

Alur mckanlsmc kcrja pads Unit Kcrja yang dipimpin olcb Pejabat 
Pi.mpinan Tinggi Pmtama dcngan Pejabat Adnuruatrator aebagai 
Pcjabat Penllai Kinerja dapat ditlustraslkan peda Oambar 13 berikul: 
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Oambar 16. Unit Organlsul Sc:ktttaria1 Decrab yang dtpimpin old, 
Ptjabal Plmpinan l"u,ggi Pnuruna dcngan 

~bat Administrator d,on pcJabat ""'1P.WU aebagai Ptjabat hmlai KmCl)II 

Pada struktur dl atas, maka Kelompok Jabatan Fungsional dan 
Pclaksana berkedudukan di bawah Pejabat Administrator sebagai 
Pejabat Pen.ila.i Kinerja. Untok Pejabat fungsional dengan jenjang ahli 
madya da:n ahli utama berkedudukan di bawah Pejabat Pimpinan 
Tinggi Pratama sebagai Pemilik Kinerja sekaligus penilai kinerja. 
Mekanisme kerja pada organisasi inl dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Tahapan Pcrencanaan 

• Tahapan pcrcocanaan dimula:i dari Pejabat Pimpioao Tinggi 
Pratama menyusun dan menctapkan perjanjian ldnerja. 
Perjanjian kinerja tersebut digunakan aebagai dasar penenruan 
pembagian taoggungjawab target kinerja bagi Pejabat Pimpinan 
Tinggi Pratama (As1stcn Sckda). 

• Sclaojutnya PeJabat Pimpinan Tinggi Pratama akan 
memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan 
kegiatan dan pencepalan target kinerjn bersarna kepada 
Ptjabat Pimpi.oan Tinggi Pratama jAsist:cn Sckda). 

• Atas arahnn tersebut la:mudiao Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama (Asisten Sekda) merumuskan strategi pencapalan 
target k:inerjanya. Arahan dan ek:spektasi target lonerja di 
sampaikan Pejabat Administrator kepada Kerua Tim Kcrjayang 
beranggo1akao Pejabat F'u:ngSJonal dan Petaksana dibawah 
koordina&i.oya. 

• Penyclesaian target kine:rja yang membutubkan pelibatan 
Pejabat Fuogsiooal areu Pelaksana dari unit organisasi lam 
aJcan mclalui proses pe:n:nohonan pelibatan Pejabat Fungsiooal 
atau Pda.ksana lintas unit. Penyelesasan target kinCJ)a daloro 
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f. Unit Organisasi Sekretariat Daerah dengan Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama (Sckretaris Daerah) sebagai Pimpinan Unit Orgarusasi dengan 
Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai 
Kinerja 
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bentuk kegiacan dilakukan balk secara lndividu ataupun Tim 
Kcrja. 

• Pada tahapan terakhir dari proses pereneanaan, Pejabat 
FungsionaJ dan Pclaksana baik yang bckerja secant lndividu 
maupun tim kerja bersama Pejabat Administrator menyusun 
rencana pelaksanaan kegiatan, dan anggaran untulc 
pencaparan target kinerja. 

2) Taha.pan Pelaksanaan 
• Tahap.an pelaksana.an climulai dari penyusunan rincian 

pelaksanaan kegiatan. Rlnclan pelaksanaan dilakukan dengan 
menguraikan kegiatao, dan anggaran yang I.dab disusun pada 
tabap perencanaan olcb Individu, Tun Kerja, at.au Ketua Tim 
Kcrja. 

• Selanjutoya, untuk kegiatan yang dilaksanakan oJeb Tim Kerja, 
diJakukan pembagian peran bagi anggota Tim Kerja. Pembagian 
peran anggota Tim Kerja d.i1akukan benia.sarlcan kompctensi, 
keahlian dan/atau keterampilan. Berdasarkan perannya, 
Pejabat Fungsional atau Pclaksa.na melaksanakan kegiatan. 

• Dalam mclaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional atau 
Pelaksaoe bcrkolaborasi dengan scmua plbsk yang lcrlta.it 
dengan kegiatan tersebut, Kolaborasl dimakaud terkait 
sinkronisaai data, kebijakan, dan pelak.sa:naan, tetapi tidak 
tcrbatas pada hal-hal terscbut saja. 

• Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas 
pclakaanaao kegiatan di!akuka:n secara bcrkala atau sewaktu­ 
waktu oleh Pejabat Administratordan/stau Kerua Tim Kcrja. 

• Hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah scsuai dcngan target, 
d.isampaikan kepada Pejabat Admlmstrator oleh lndividu atau 
Ketua Tim Kerja. 

3) Tahapan Evaluasi 
• Pejabat Administrator meninjau hasil pelaksanaao kt:giatan. 

Hasil pelaksanaan kegiatan yang teleh sesuai dengao target 
disamparkan kepada Pejabat Pimplnan Tinggi Pratama (Asisten 
Sckda) wuuk diliojau. 

• Pejabat Pimpinan Ttnggi Pratama (Asistcn Sckda) mercviu hasil 
pelaksanaan kegiatan, apabila telah sesuai dengan target 
kcmudlan diteruskan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 
(Sckret.aris Daerah]. 

• Pelaksanaan kegiatan d.inyatakan sdeaai sctelah Ptjabat 
P!mpinan Tinggi Pmtama (Stlcretaris Daecah) menerima hasll 
pelaksanaan kegiatan dan dinyalakan telah sesuai dengan 
target yang dlharapkannya. 

Alur rnekanisme kcrja pads Unit Organlsa.si Sckrctariat Daerah yang 
diplropin oJeh Pejabat Pimpman Tinggi Pratama (Sckret.wu Dacra.h) 
dengan Pejabat Administrator sebagat Pejabat Penilai Kinerja dapat 
dulustrastkan pada Oambar 17 berikut: 
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Otunbar 17. Unit Org;:,ru&nlJt Sekretnriat Daerah dengnn Pejabut Admloiatrntor/Pengnwns 8ebagltl Pejabat Penilai Kinerja 

- - -· -- - ......... - - - t-- _ ... 
,-,: - - - ~ ... , -- ·-- j r.: --1-!=-f -- - I -~ 1 ~ ........... - - -- -- .......... .. .......,. .......... ,, .. 

' - I -·r· --- ..-- • ................... I 

~ 

_ ... ..... _ - ..._ - - - -~ - - -· ........ .......... , - .... ..,... .... _ - - _ ... - -·· ..... 1.1...,,. - - - • - .... ~ - -- ~,mw..,. .. _ .... - ·-· -T• jltt!lCMlllllll - --- - .... ..... .. _ ·-~ ·- --- ---- - - .. ·-- ..,._._... -' -- .. • ,,, .. LI M.....,_ 
r- 1vp1, .......... .......... -- 

Pwtlebenen SnJuui 

,-.,hS s I l-..11--~M I I ,,..,,,..,,. .......... ltFe:da II I I :Klllja-Vall«.c I FT .. lllfl ,,. Ololl .............. ?lad- 

,.,.aceneea 

IJI 
.. ......__._.,. ....._ ____ 

w .............. ~--- ~ -- - '°""'it- - • -·- ... 

41 



2. Penupaa.n 

Penugasan mcrupakan penunjulcan atau _pengajuan sukarcla 
Pejabat Fungsional clan Pelaksana unruk mclaksa:nakan tugas tertentu di 
bawah Pimpinan Unit Organisaai dalam periode waktu tertcntu scsuai 
dengan kompetensi, keahlian dan/at.au ketemmpilan. Penugasan Pejabat 
Fungsional dan Pelaksana bark secara lndividu atau dalam tim kerja 
dl)akukao melalui dua cara, yaitu: 
a. Penunjukan 

Penunjukao merupakan cara penugasan Pejabat Pengawas, 
Pejabat Fungsional dan Pelaksana langsung dari Pimpinan Unit 
Organisasi pcmilik kincrja unruk mclaksanakan kincrja tertenru. 
Penunjukan dapat dilakukan di dalam unit orgnnisasi atau lintas unit 
crganlsasi, 

Namun demikian, jika dipandang perlu, peougasan baik secara 
lndividu maupun tim kerja dapal mcllbatkan Pejabat Fungslonal dan 
Pelakaana yang berasal dari lintas instansl pemerintah, Adapun 
penjelesan mengenai mekanisme penunjukan Pejabat Fungsional dan 
Pclaksana adalah sebagai berikut: 

Penunjukan dapat cl!lalrukan di dalarn unit organisaai atau 
linta.s unit orgaoisasi. Namun demikiao. jika dipaodaog perlu, 
penugaean baik seeara Iodividu maupun Tim Kerja dapat mehl>atkan 
Pejabat F'u-ngsional dan Pelaksana yang bcrasa.l dari lintas instansi 
pemerintah. 

Adapun penjelasan mengenai rnekanisme penunjukan Pejabat 
F'ungi;iona.l dan Pelaksana adalah scbagai berikut: 
1) Mekanisme pcnunjukan dalern unit Kuja. 

Penuojukan Pejabat Fungslonal dan PeJaksana yang berada di 
dalam satu unit kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
a) Plmpinan unit organisasi selaku pemilik kincrja dapat 

mcnunjuk langsung pejabat fungsional dan/atau pelaksana 
untuk mclaksanakan tugas tertentu dalam tim kerja atau 
individu. 

b) Pirnpman unit kerja dapat rnengusulkan pelibatan pejabat 
fungsional clan pelakaana dalam penugasan secara. individu 
maupun tim mja kepada punpinan unit orgaolsasl 

c) Apabila pimpinan unit orgaoisasi menyctujui usulan tersebut, 
maka Pimploan Unit organises! selaku pemilik kincrja 
meoerbitkao surat kepurusan atau surat rugas unruk Pejabat 
Fungsional acau Pclaksaoa dimak:sud. 

d) A_pabila pimpioan unit orgao.isasi tidak menyetujui usulan 
tersebut, maka pimpinan unit kerja dapat mengusulkan 
Kcmbali scsual arahan pimpinan unit orgaoisasi. 

2) Mekaoisme penunjukan yang bersifa; lintas unit kerja dalom satu 
Unit Organisaai. 



3) Mekarusme penunjukan yang bersifat hntae Penmgkat Daer-ah. 
a) Kepala Perangkat Daerah mengirimkan surat pennohonan 

pclibatan Pcjabat Fungsional atau Pclaksana kcpada KcpaJa 
Pcrans)cat Daer-ah yang dituju dimana Pejabat Fungsional atau 
Pelaksaoa berada dengan menycbutkan kriteria yang 
dibutuhkan dao ditembuskan kepada Pimpmao Unit kcrja 
dimana Pejabat FungsionaJ atau Pelaksana bcrada; 

b) Tcrhadap surat permohonan tersebut, Kepala Perangkat 
Darrah penerima aural pcnnohonan rnembertkan 
arahan/d.isposisi unruk dltindaklanjun oleh Pimpinan Urut 
kerja yang bersangkutan, 

c) Apabila Pampinan Unit kcrja dirnana Pejabat Fungsronal atau 
Pclaksana diroaksud bemda mcnyetujui pelibatan Pejabat 
Fungsaonal atau Pelaksana, maka Pimpinan Unit kerja 
mcnyiapkan lmnsep surat balasan mcnyetujUl pehbatan 
Pejabat Fungsional atau Pelaksana dalam Tim Kerja/lndividu 
yang dJtandatangaru oleh KepaJa Perangkat Daerah 
bcrsangkutan untuk disampoilum krpada KepeJa Perangkat 
Daerah pcmohon; 

Penunjukan Pejabat fungsional dan Pelaksana yang bersifat lmtas 
unit kaja dalarn sa.tu Unit Organisasi dilakukan dengan tabapan 
scbagai berikut: 
a) Pimpinan Unit kerja mengiri:mkan nota dinas pennohonan 

pelibatan Pcjabat FungsionaJ atau Pelaksana kepada Pimpinan 
Unit kerja dituju, climana Pejabat Fungslonal atau PeJaksana 
dimaksud berada; 

b) Terhadap SUTB.t permohonan pelibatan dimaksud, Pimpinan 
Unit kerja ditu;u memproses dan mcnjawab pcrmohonan 
pelibalan Pejabat F'ungsional atau Pelaksana; 

c) Apabila Pimpinan Unit kerja dimaoa Pejabat FungsionaJ atau 
Pelaksana dim.aksud berada mcnyetujui, maka Pimpinao Unit 
kerja pcmohon mengusulkan kepada pimpinan unit organisasi 
agar Pejabat Fungsional atau Pelaksana dimaksud dapat 
ditetapkan dalam surat kkeputusan; 

d) ApabiJa Pimpinan Unrt kcrja yang dituju tida.k menyct:ujui 
pdJ.batan Pcjabat Fungsional atau Pelaksaos, maka Pimpinan 
Unit kerja dimana Pejabat Fungsional arau Pelaksana 
dimaksud berada menjawab nota dinas pcrmohonan pelibatan 
tersebut dengan discrtai alasao mcogapa tidak dapat 
mcoyetuju.i permohonan. 

e] Pejabat Fungsional dao Pelaksana menerima aural kepurusan 
atau surat tugas dari Pimpman Unit Orgameasr pemilik laoerja 
untuk dilaksanakan dengan penuh taoggungjawab. 
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d) Apabila Pimpinan Unit kerja dimana Pejabat Fungsional atau 
Pdaksaoa dirnaksud bcrada tida.k mcnyetuju.i pelibatao Pejabat 
Fungsiooal atau Pclaksana, maka Pimpinan Unit kerja 
menyiapkan konsep surat balasa.n tidak menyetujui dengan 
disertal alaean mengapa tidak dapat menyerujul permohonan 
yang ditandatangan! Kepala Perangkar Daerah untuk 
disa:mpaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pernohon; 

cJ Dalam hal Pejabat Pungsional atau Pelaksana tclah disetujui 
untuk dilibatkan dalam Tim Kcrja, Pimpinan Unit Orgemsasi 
pernilik kinerja mencantumkan nama Pejabat F\mgsional 
dao/atau Pelaksaoa yang tclah disetujui di d.alam keputusan 
tentang pembentukan Tim Kerja yang ditetapkan oleh Pejabat 
yang Berwenang; 

4) Mekarusme penunjukan yang beraifat Iintas Insransi Pernerintah 
Pcnunjukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang bcrsifat Lintas 
lnstansi Pemcrintah dilalcuka.n dengan t.ahapan aebagai berikut: 
a) Pimpinan Unit Orga.nisasi pcmiUk kinerja terlebih dahuJu 

mengirimkan surat permohonan pclibatan Pejabat F'ungsional 
atau Pelaksana kepada Pejabal yang Berwenang; 

b) Apabila Pejabat yang Berwenang setuju atas permohonan 
pelfbatan Pcjabat Fungsional atau P..laksena darl instansr lain 
maka kcmudian Pejabat yang Berwenang tersebut 
mengirirnkan surat pcrmohonan pelibatan Pejabat Fungsionel 
atau Pela.ksa.na tersebut kepada Pejabal yang Berwenang 
lnstanai yang dituju dengan mcnycbutkan kritcria Pejabat 
Fungsional atau Pelaksana yang dibutubkau uotuk 
melaksanakan tugas tertentu atau mendukung program 
slrategis; 

c) Apabila surat permohonan pclibetan Pejabat Fungsional atau 
Pclaksana diserujui oleh Pcjabat yang Bcrwenang instansi yang 
dituju, maka Pejabat yang Berwcnang lostansi yang dituju 
rnenginatruksikan Pimpinan Unit Organisasi dari Pejabat 
Fungsional atau Pelaksena untuk menugaskan Pcjabat 
Fungsional at.au Pdaksana yang be:rsc:auaian dengan kriteria 
yang dibutuhk:an di dalam sural pcrmohonan pellbatan; 

d] Terhadap instru.ksi untuk mcnugaskan Pcjabat Fungsionel 
atau Pclaksana, Pimpinan Unit Organisasi dituju mcnjawab 
ketersediaan Pejabat P'ungsionaJ arau Pelaksaoa yang 
bereesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan di dalam aurat 
perrnohonan pellbaUl.ll; 

e) Apabfla tersedia maka dilakukan hal scbegai berikut: 
• Pimpinan Unit Organisasi diruju mcmbuat surat jawaban 

pennobonan pelibatan beserta daftar nama Pejabet 
Fungs.ional atau P..laksana yang ditugaakan kepada Pcjobat 
yang Berwenaog. Bilamana Pejabat yang Berwcnaog 



b. Pengajuan Sukarela 
Pcngajuan sukarela merupakan earn penugasan Pqabat 

Fungsional dan Pelaksaoa atas dasar pennobonan aktif dari Pejabat 
Fungsional atau PclaJcsana. 

Pengajuan sukarela berrujuan uotuk memberikan ruang 
peran aktif bagi Pcjabat Pungsional atau Pclaksana unruk dapat 
membantu peJak8anaan kincrja organ.isast yang sesuai dcngan 
kompetensi, kee.blian dao/atau kcterampilmnya, namun belum 
masuk kc dalam tugas yang telah ditctapkan scbclumnya. Pcogajuan 
su.karela hanya dapat dilakukan di dalam unit organisasi Pcjabat 
Fungsional atau Pela.ksana bersangkutan dan lintas unit organisasi 
serta Unrns Perangkat Daerah. 

Pcngajuan sukarcla dilakukan dcngan mek:anisme sebagai 
berikut: 
l] Mekanisme pengajuan sukarela di dalam unit organisasi 

al f>,:jabat F\tngsiooaJ atau Pclaksana menyampaikan 
kcingi.nannya secara hsan untuk dapat terlibat dalam 
pclaksanaan lonerja tertentu kepada Pimpioao Unit 
Organisasi; 

b) Apabila Pimpinan Unit Organisasi menyetujui, rnaka Pimpinan 
Untt Organlsasi menugaakan Pcjabat Fungsional atau 
Pelaksana untuk rnelaksanakan kinerja tcrtentu tersebut; 

menyetujui surat jawaban pcnnohooan pelibatan beserta 
daftar Pcjabat F\J.ngsional atau Pclaksaoa yang dirugaskan, 
Pcjabat yang Berwcoang diruju mengirimk.an surar jawaban 
permohonao pelibatan kepada Pejabat yang Berwenang 
pemohon. 

• Berdasarkan surat jawaban yang relah disetujui o!eh 
Ptjabat yang Berwcnang dituju. maka Pimpinan Unit 
Organisasi yang dituju meougaskan Pejabat Fungsional 
atau Pelaksana sesuai daftar nama Pejabat Fungsional atau 
Pelaksana yang ditugaskan untuk melaksanakan 
pem 1gasaa scsuai pelibatan tersebut, 

• Berdasarkan surst jawaban pemwbonan pelibatan maka 
Pimplnan Unit Organisasi dituju akan membcrikan surat 
penugasan dan/ atau bukti penugasan seeara tertulis untuk 
kemudian disa.mpaiknn kepada Pcjabat Fungsional atau 
Pelaksana yang d.itugaakan dcngan tcmbusan Ptjabat yang 
Bcrwenaog instansi bersangkutan, serta Pcjabat yang 
Berwenang instansi pemohon dan Pimpinan Unit 
Organisasr instansi pemohon. 

• Pejabat Fungsiooal dan Pelaksana menerima surat 
penugasan untuk dilaksanakan dcngan penub tanggung 
jawab (ilustrasl pada Gambar 20). 



a. Surat Perintah Togas 
Surat rcsmi internal yang dikcluarkan oleh Pejabat yang 

Berwcne.ng menerbitkan surat tugas kepada Tim Kerja, Pejabat 
Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana untuk menjalankan tugas 
rertenru. 

Surat tugas dimaksud dipergunakan untuk penunjukan 
Pcjabai Fungsiooal atau Pelaksana dalam tim kcrja/lndividu yang 
bcrsi!at dalam unit kerjo dan lintas unit kerja daln:m satu Unit 
organisasi. 

Pejebat yang Berwenang dalam menandatangam surat tugas 
dalam unit kerja dan ilntas unit kerja dalam saru unit organlsasl 
adelab Pimp.i:nan Unit Organisasi sclaku pemllik kinerja, 

Pcnugasan sebagaimana diuraikan di alas di1akukan baik 
dalam unit organisasi atau Untas unit organisasi. Apabila diperlukan, 
penugasan dapat dilakukan lintas Instansi Pemerintah Pejabat 
Fungsional dan/atau Pejabat Peiaksana rersebut diberikan bukti 
penugasan tcrtulis yang berbentuk fisik ataupun elektronik. 

Bukti penugasan tersebut dijadlkan dasar bagi Pejabat 
Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan tugas serta berfungsi 
sebagai kontrol Pimpinan Unit Organisasl terhadap pelaksanaan tugas 
Pejabat Fungsional dan Pelaksana. Adapun bukti penugasao tcrsebut 
meliputi: 

c) Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerima surat penugasan 
untuk dila:ksaoa.lmn dengan penuh tanggungjawab. 

2) Mckanisme pengajuan sukarela yang bemfat lintas unit organisasi 
a) Pejabat F'ungsional atau Pelaksana menyampaikan surat 

pennobonan untuk dilibatkan dalam pelaksanaan kinerje 
kepadaPimpinan Unit Organisasi pemillk. kinerja dituju dengan 
ditembuskan kepada Pimpinan Unit Orgarusaai bersangkutan; 

b) Apabila Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka 
Pcjabat Fungsional dan Pelaksana menyampaikan surat 
persetujuan permohonan yang Lelah disetujui oleh Pimpinan 
Unit Organisasi yang dituju kepada Pimpinan Unit Organisasi 
bersangkutan: 

c) Apabila Pejabat Pimp!nan Unit Organisasl berangkutan 
menyetujui, maka kemuctian Pimpinan Uoit Organisast 
membuat surat penugasan untuk menugaskan Pejebat 
Fungsional dan/atau Peja.bat Pclaksana uotuk melaksaoakan 
kinerja yang berada di Pimpinen Unit Organisas! dituju; 

d) Pejabat Fungsional dao/atau Pejabat Pelaksana menerima 
surat penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung 
jawab. 



3. Pelalr·uoeen Tu.pa 
Pelaksanaan tugas .Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat 

dilakukan dalam Tim Kerja atau Individu. Bcberapa hal yang terkair 
dengan pelaksanaan tugas dalam um kerja adalah: 
a. Pelak&anaan tugas dalam Tim KeJJe dapat melibatkan Pejabal 

Fungsional dan Pelalalana yang berasal dari saru unit orpnisasi 
dan/atau lintas unit organisasi; 

b. Bilamana cliperlukan, pelaksanaan rugas dalam Tim Kerja dapat 
rnelibatkan Pcjabat Fungsional dan Pelaksana yang berasaJ clari lintas 
lnstansi .Pcmerintah; 

c. Dalern Tim Kcrja, pimpinao unit organlsasi dapat roenunjuk saJah satu 
Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai Ketua Tun Kcrja kerja 
berdasarkao keahlian dan/atau ketera.mpilan; 

d. Pada Tiro Kerja diroana terdapar anggota yang berasal dari Iintaa unit 
organisasi dan/atau lintas lnstane] Pemertntah, Pejabat Funpional 
atau Pelaksana yang berperan sebagai Ketua Tim Kcrja dlutamakan 
berasal dari unit organisasi peruilik kinerja tenebut; 

e. Jumlah Tim Kerja dan jurnlah Pejabat Fungsional den Pclaksana 
dalatn Tim Kerja roerupakan strategi dari Piropioan Unit Organi&alll. 

Pel4ksanaa.n rugas Pcjabat Fungsional dan Pelaksana terdiri atas: 
a. Pclaksanaan tugas dalarn unit organisasi 

Pelak:sanaan tugas dalam unit organisasi dilakukan Pejabat 
Fungsional dan Pelaksana secara lndividu ataupun dalam Tiro Kerja. 
Pdaksanaan tugas dalaro unit organisasi sccara lnchvidu dllalrukan 
dengan ketcntuan sebagai berilrut: 

Surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana 
pada mekanisme penunjukan yang bersifat lintas umt orgarnses• dalaro 
Perangkat Oaerah, lintas ~gkat Oaerah, atau lintas lnstansi 
Pemerintah sebagaimana discbutkan di atas, paling sedikit mernuat: 
a Maksud dan tujuan permohonan penugaaa.n Pejabat Fungsional atau 

Pelaksana; 
b. Kompete:nsi, keahlian, dan/atau keterampilan yang clibutuhkao; 
c. Ekspek1asl/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan .Pelaksaoa yang 

akan dltugaskao; dan 
d. Durasl pellbatan Pejabat Fungsional dan Pelaksana. 

b. Keputusan 
Dokumen yang dikeluadran oleh Bupati atau Pejabat yang 

Berwenang Jainnya untuk menerbitkan keputusan yang 
memberikan arnanat kepada Tim Kerja/Pejabat Fungsional clan 
Pela.ksana untuk mcnjaJankan rugas tertenru. 

Keputusan dimaksud dlpergunakan untuk penunjukan 
Pejabat Fungsional atau Pelaksana dalam Tim Kerja yang bersifac 
lintas Perangkat Oaerah dan lintas Instansi Pemertntah. 



1) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pelaksana 
secara lndividu, Ptjabat Fungsional atau Pclaksaoa melaksanakan 
rugas aesua.i dcngan ketentuan butir kegiatan Jabatan Fungsional 
rnasing-masing atau uraain tugas jabatan pclaksana yang 
diselaraslcan dengan tugas, fungsi clan kinerja unit organisasl; 

2) Butir kcgiatan jabatao fungsional atau uraian tugas jabatan 
pc)akaana yang dllalrukan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksaoa 
mcrupakan pcnjabaran atau turunan dari tugas, fungsi dan ldncrja 
unit organisasi; 

3) DaJam pelaksanaan lugas Pejabat Fungslonal dan Pelaksana 
scca.ra lndividu, Pejabal Fungsional atau Pelaksana 
memperhadkan: 
a) Arahan dan strategi Pimpinao Unlt Organiu.si; 
b) Target pencapaian kinerja unit orgarusasi; 
c) Keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Pejabat 

Fungsional atau Pelaksana lain delern umt organisa.si. 
Pelaksanaen tugas dalarn unit organ.isasi dalam Tim Kerja 

dilakukan dengan k:ctentuan scbagai berikut: 
1) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Tim 

Kcrja dilakulcan unruk melaJcsanakan tugas yang memcrlukan 
keterlibatan dao kola.borasi Pcjabac Fnngsional dan/atau Pejabat 
Pelaksana dalam unit orga.n.isasi; 

2) Tim kerja melaksanakan tugas unit organisasi sesuai arahan dsn 
strategi Pimpinan Unit Organisesi; 

3) -Jika terdapat pcnnasalahan dan kcndala dalam pelaksanaan tugas 
dan k.cgiatan, Tim Kcrja dapal menyampaikan pcnna.salahan dan 
kcndala beserta altcrnatif rckomendasi kepade Pimpinan Unit 
Orgamsasi unruk dJputuskan dan/atau ditindaklenjuti: 

4) Pimpinan Unit Organisasi memantau dan meogevaluasi secara 
berkala pclak.sanaa.n tugaa dan kegiatan Tim Kcrja sebagai bahan 
input pcagembilan keputusan dan pemberian arahan pelaksanaan 
rugas dan kegiatan Tim Kcrja; 

5) Bilarnana diperlukan, daJam mclaksanakan tugasnya, Tun Kerja 
bcrkoordinasi dengan Pejabal lain atau Tim Kerja lain; dan 

6) Koordlnaal 1'"1:m lCerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, 
pelaksana.an, pcmantauan, dan evaluasi rugas dan kegiatan Tim 
Kerja. 

b. Pelaksanaan rugas yang berslfat llntas Unit Kcrja delam satu Unit 
Organisasi 
Pelakseoann tug.as linte.s unit k:crja dilrurukan dalam Tim Kerjn Unte.s 
unit kerja dengan ketentuan sebagal berikut: 

1) Pelaksanaan tugas Pejabal Fungsional atau Peleksana dalam Tim 
Kerja lintas unit organisas! duakukan untuk mclaksanakan tugas 
ynng memerlukan keterlibatan dan kolaboraai Pejabat Fungsional 
dan/atou Pejobat Pclaksana lintas Unit Organisasi; 



2) 'Nm Kerja melaksanakan rugas Iintas unit organisasi sesuai arahan 
dan stra.tegi Pimpinao Unit Organisasi pcmilik kinerja; 

3) Jllca tcrda.pat pcnnasalabao dan kendala dalam pelaksaoaan tugas 
dan kegiatan, Tim Kerja dapat menyempaikan permasalahan dan 
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Un.it 
Organisasi pemilik kinerja untuk dlputuskan dan/atau 
ditinda.klan juti; 

4) Dalam ha! diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Orgamsast 
dala.m mcnyelesaikan perrnasalahan dan kcndala dimaksud, Tim 
Kerja dapat mcoyan:rpaikan permasaJahan dan kendala beserta 
alrernatif rekomendasi kepada masiog-masing Pimpinan Unit 
Organlsasi dimana Pejabat Fungsiooal dan Pelaksana dimaksud 
berada unruk dltindaklanjuti sesuai dcngan tugas dan fungsi unit 
organisasi maslng-masing: 

5) Bilamana diperlukan, Tim Ke:rja daJaro melaksanakao lugasnya 
berkoordinasj deagan Ptjabat lain atau Tim Kerja lain; dan 

6) Kocrdinasi Tim K.erja tersebut dila.lrukan pada tahap pcreocanaan, 
pelaksanaan, pcmantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan Tim 
Kcrja. 

c. Pelakaanaan tugas yang ben!ifat lintas Unit Orgenisaai. 
Pelaksanaan tugas lintas Unit Organisasi dilakukan dalam 'Fun Kerja 
lintas Unit Organisasi dengan ketentuan sebagai bcrikut: 
I) Pelaksanaan tugas Pejabal FungsiooaJ alau Pelaksana dalam Tim 

Kerja lintas Un.it Organisasi dilakukan untuk melaksanakan tugas 
yang memerlukan keterlibatan den kolaborasi Pejabat Fungsional 
dao/atau Pejabat Pelaksana lintas Un.it Orgsnisa.ai; 

2) Tim Kerja mdaksanakan tugas lintas Unit Organisasi sesuai 
arahan dao strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja; 

3) Jika terdapat permasalahan den kendala dalam pelaksanaao rugas 
dan kegiatan, Tim Kerja dapat menyampaikao permasalah.an dan 
kcndala beserta alternatif rckomendasi kcpada Pimpinao Unit 
Organiaasl pemillk kinerja untuk diputuskan dan/atau 
ditindaklanjuti; 

4) Dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpioan Unit Organiaasi 
dala.m mcnyelesailcan permesalahan dao kendala dimaksud, Tim 
Kerja dapat menyampaikan permasaJahan dan kendala besena 
alternatif rekomendasi kepada maslng-maaing Pimpinan Unit 
Organisasi dimana Pejabat Fungaional dan Pelak:sana dimaksud 
berada untuk ditindaklanjuti sesuai den.gao tug.u den fuogsi unit 
orga.nisasi masing-maaing: 

5) Bllamaoa dipcrlukan, Tim Kcrja dalam melaksanakan tugasnya 
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau Tim Kerja lain; dan 

6) Koordi.nasi Tim Kerja tersebut dilakukan pada tahap perencaoaan, 
pclaksanaan, pernaotauan, dan evaluasi rugas dan kegiatan nm 
Kcrja. 
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d. Pelaksanaan tu.gas yang bersifat lintas Instansi Pemerintah 
Pclaksa.na.an rugas Iintas unit organisrun dilakukan da.lam Tim Kcrja 
lintaa lnsLBnsi Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut; 
1) Pela.ksanaan tugas Pcjabat Fungsional atau Pclaksana dalam Tim 

Kerja lintas Instansi Pemerintah dilalru.kan untuk meJaksanakan 
rugas yang memerlukan keterlibatan clan kolaborasi Pejabat 
Fungsional dao/atau Pejabat Pelakaana Iintas lnstansi 
Pcmerint:ah; 

2) Tim KeJJa lintas Instansr Pemerintah dapat dibentuk untuk 
melaksanakan lugas dalam rangka mencapai target kinerja unit 
organisasi peroil!k kioetja pada Instansl Pcmcrintab pclaksana 
fungsi atau untuk mendulrung prt,g1am strategis lint.as Instansi 
Pcmerintah; 

3) Tim Kerja melaksanakan tugas lintas unit organisaai sesuai arahan 
dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinetja pada 
lnstansi Pemcrintah pclaksana fungst atau arahan pimpinan 
Instansi Pemerintah pelaksana fungsi; 

4) Jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaen tugas 
dan kegiat.an, Tiro Kerja dapat menyampaikan permasalahan dan 
kcndala bescrta altematif rekomendaai kcpada Pimpmao Unit 
Orgaoisasi penulilc kinerja pada lnstanai Pcmerintab pelaksana 
fungsi untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti; 

5) Dalam haJ dipcrlukan kolnboraai lintas unit organisasi atau hntas 
lnstans! Pernerintah dalam menyelesaikan permasalahan dan 
kcndala dimaksud, Tim Ketja dapat menyampaikao pcrmasaJahan 
dan keodala beserta alternatif rckomendasi kepada maamg-rnastng 
Pimpinan Unit Organisasl atau pimpinan lnstansi Pemerintah 
dimana Pcjabnt Fungsional dan Pclaksana berada untuk 
cLiUndaklanjuti sesual dengan lugas dan fungsi unit organisasi 
atau lnslansi Pemerintah masing-maslng; 

6) Bilamana diperlukan, Tim Kerja dalam melaksanakan rugasnya 
bcrkoordinasJ dengan Pejabat lain atau Tim Kcrja lain; dan 

7) Koordinasl Tim Kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pernantauan, dan evaluaei tugas dan kegiatan Tim 
Kerja. 

Dalam bal pelaksanaan tugas pada Tim KerJ&, cLiperiukan 
pernbagian peran tanggun.g jawab Adapun pembagian pcran dan 
tanggungjawab dimakaud dapat cLiuraikan sebegai berikut: 
a. Peran dan t.anggungjawab Pimpinan Unit Organisas1 sckallgus Pcjabat 

Penilai Kinerjn, melipu ti; 
l) Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan: 
2) Menyusun dan menerapkan roadmap dan rencana kerja 

orgnniaasi; 
3) Menyedi.akan dukungan sumber daya untuk pclaksanaan 

kcgialan; 

so 



No Unit Organisasi Jumlah Saruan 
Kcna/sauad 

1 !2 3 
I Sekrctariat Daerah 27 
2 Sekretarlat DPRD 8 3 t- - 

Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraza 13 
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

I I Ruane: 
5 Oinas Perumahae Rakyat dan Kawasan 

6 Pemukiman 
6 Oines SosiaJ Pemberdeyaan Masyarakat 

II dan Desa - - 

4. Satuan Kerja I squa.d 
Pclak:sanaan Sistcm Kcrja di Ungkungan Pemerintab Ksbupsten 

Jepara dapat clilaksanakan aecara lndlvidu maupun mcmbcnruk Tim 
Kcrja guna mencapai target kinerja Unit OrganisaSJ. Adapun dalam 
pembentukan Satuan Kerja/ squad bcrdasarkan Jumlah Jabatan 
Adrrumatraai yang telah disederhanakan pada Unit Kerja dan Unit 
Organlsasi masing-masing. Adapun jumlah maksimal Satuan 
Kerja/ squad yang dapat dibentuk adalab sebagai bcrikut: 

4) Memberikan arahan terpadu, input, dan feedback atas 
pclaksanaao kegia.tao; 

5) Memastikao pelaksanaan tugas clan fungsi orgaoisasi sejalan 
dengan strategi dan tujuan organisasl; 

6) Memastikan kesiapan dulrungan infrastruktur, tats kelola, dan 
sumber daya yang optimal; 

7) Memastikan pengambilan keputusan yang tepat ciao efdctif; 
8) Memastikan kolaborasi serta sinergites pelaksa:naan tugas dan 

fungsr antar umt orgarnsasi bcrjalan dengan baik; dan 
9) Melakukan monitoring dan evaluast petaksanasn tugas Tim Kerjs. 

b. Peran clan ta.oggungjawab Ketua Tim Kerja, meliputi: 
1) Menyusun rinclan pelaksanaan kegiatan; 
2) Membagi pcran anggota Tim Kerja sesuai dengan kompetensi, 

keahlian, dan/atau keterampilan; 
3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan; 
4) Membcrikan umpan balik berkala kepada anggota Tim Kerja; 
5) Melaporkan basil kinerja anggota timnya k.epada Pejabat PcoiJai 

Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi yang bcrsaogkutan scbagai 
bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungs:ional dan 
Pela.ksana; 

6) Melakaanalc.an kolaborasi dan sinergitae pclaksanaa.n rugas antar 
anggota Tim Kaja. 

c. Pcran dan tanggung jawab anggota Tim Kerja, melipun: 
1) Menyusun rencana kerja lndividu; 
2) Me.laksa.nakan kinerja sesuai ekspektasi Pimpinan Unit Organisasi 

atau Kcrua Tim Kaja; dan 
3) Melaporkan hasil kinerja kepada Ketua Tim Kerja. 
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5. Tra.uarormaal Man~emeo 
Pelaksanaan Sistcm Kcrja di Ungkungan Pcmcrintah Daerah tecdiri 

dan liga tahap, yaitu pcnyederbaoaan strukrur organiAAsi, penyetaraa.n 
jabatan, den penyesuaian sistem kcrja. Penyesuaian slstem kerja scbagai 
tahapan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan penycdcrhanaan 
birok:rasi merupakan bcnruk dari pclaksanaan transfonnasi manajemen, 
Penerapan transformasi manajcmcn secara cfcktif a.k.ao mcwujud.kan 
tcrclptanya pola kerja baru di lingkungan Pcmcrintah Daerah. 

Selanjutnye agar optimal dalam penerapannya, maka pimpinan 
Perangkat Oac:rah mengawal, mcngendalikan, dan mendulrung 
pctalaaoaao penyesuaian si.stcm kcrja di masing-masing Puangk:at 
Dacrah melalul: 

1. Dukungan pembmaan strategi organisaai, dcngao tahapo.n: 
a. pengoordtnasian pencapaian rencana strategts: 
b. pcnjaminan d'cktivilas pelakaanaan refonnasi birokru.si; serta 

c. Casilitasi den koordinasi arah kcbije.kan organisasi. 

No Unit Organlsasi Jumlah Saruan 
KBia/saua.d 

1 2 3 
Dinas Pemberdayaan Perempuan 

7 Pcrlindungan Anak, Pcngcndali.an 9 
Penduduk dan Keluarea Bcrcncana 

8 Dina.a r :___ -•- Hidtrp 9 
9 Dinas Komunikasi clan lnformatika 8 

10 Dinas Keseha.tan 1 I 
Dinas Kenendudukan dan Pencatatan Sjnil - 11 11 

12 Dinas Kopcrasi, UKM, Tenaga Kerja clan 
9 Tran I 

13 Dinas Pena.naman Modal den Pclayanan 
6 Terpadu Satu Plntu 

14 Dina.a Kearslean dan Pernustakaan 6 
15 Dines Ketahanan Pangan den Pcrtanlan 13 
16 Dinas Pcrikanan 8 
17 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 9 
18 Dinas Perindustrian dan_Perda~=n 9 - - 
19 Badan Perencanaan Pembangunan, 

15 Penelitian dan Penaembanaan Dacrab - - 
20 Baden Pcngclolaan Keuengan clan Asct 14 Da.erah 
21 Baden Kepega.waian den Pengembangan 

8 Sumber Daya Manusia 
22 Sadan Penaneaulanean Bencana Daerah ~- 6 
23 Sadan Kesaruan Banesa clan Politik 7 
24 Satuan Polisi Pnmong Praja clan Pemadam 

9 Keba.karan - 2S Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Karti.n.i 15 
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2. Dukungan pembinaan ainergitas organisasi, dengan tahapan: 
a. penguatan koJa.borasi dan sinc.rgitas antar Unit Organisasi; dan 
b. penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja, 



Oteh karena itu, penyesuruan slstem kerja Im merupak.an fak:lor 
penentu bagi kebcrhasilan pelaksanaan penycderhanaan birokrasi. Peraturan 
Bupatl ml digunakan sebagai ecuan bll8J penycsueien sistem kerja yang 
dllaksanakan di Llngkungan Pcmcrlntah Daerah. 

Penycdcrhanaan birokrasl dilaksanakan melalui tiga tahapan dengan 
penyesuaian sistern kerja merupakan tahapan terakhir. Penyesuaian slstem 
kcrja dllakuk:an rnclalui perbaikan clan pengembangao mekaoisme lwja dan 
proses bisnis dcngan memanfeatkan SPBE. Dengan adanya penyesuaian aistem 
kerja tersebut dlharapkan pelaksanaan tug.as Pegawal ASN dilakuk:an dalam 
suatu sistem kcrja dengan mcngcdcpankan kompetensi, keahlian dan 
kcterampilan. Perbaikan clan pengembangan mcka.nisme kerja dalam sistem 
kerja ini membcrikan kcleluasaan pada Pimpinan Perangkat Daerah unru.k 
menyusun st.ra.lcgl pencapaian target kinerje 

BAB lfl 
PENUTUP 


